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(Q.S. Al-Bagarah : 286)

“Jenius adalah orang yang bisa melakukan hal yang biasa
Ketika semua orang lain di sekelilingnya kehilangan akal”
(Napoleon)

“Dunia penuh fakta-fakta yang jelas tapi tak pernah
Diperhatikan siapa pun.”
(Sherlock Holmes)

“Terbentur, terbentur, terbentur, terbentuk.”

(Tan Malaka)
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ABSTRAK

Kevin Saputra (2167027) “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang
Lebong Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Maliyah” Skripsi Pada Program Studi Hukum Tata
Negara IAIN Curup

Dalam perhitungan pajak, seringkali terjadi kesalahan perhitungan yang
dilakukan, sehingga terindikasi keadilan bagi masyarakat tidak terpenuhi. Berdasarkan
aturan, perhitungan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan untuk akad jual beli
adalah berdasarkan nilai transaksi kedua belah pihak namun dalam praktiknya
menggunakan nilai jual objek pajak (NJOP). Berdasarkan hal tersebut penelitian ini
bertujuan dalam melihat implementasi pemungutan pajak oleh pihak badan pengelola
keuangan daerah kabupaten Rejang Lebong dan tinjauan Siyasah Maliyah dalam
penerapan peraturan daerah mengenai pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
(BPHTB).

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, dengan teknik
pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. sifat penelitian ini
adalah Kualitatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach) dan
pendekatan perundang-undangan (statue approach). Data penelitian ini berfokus pada
data primer, data primer dan data tersier.

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pertama, implementasi
Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 terkait perhitungan
BPHTB oleh BPKD belum berjalan sesuai ketentuan, sehingga efektivitas
pelaksanaannya belum optimal. Kedua, penerapannya belum sepenuhnya
mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Siyasah Maliyah, sebagaimana
digariskan Al-Mawardi dan Ibn Khaldun. Diperlukan peningkatan transparansi, akurasi
perhitungan, dan pemerataan manfaat agar nilai-nilai keadilan dan amanah dapat
diwujudkan secara lebih baik.

Kata Kunci: Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB),
Pendapatan Asli Daerah, Peraturan Daerah, Siyasah Maliyah
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara kepulauan sebagaimana yang telah diatur
dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar
konstitusi Khususnya Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa negara memiliki
kewenangan atas bumi, air, serta seluruh sumber daya alam yang berada di dalamnya
untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kesejahteraan rakyat!. Negara berperan
sebagai penanggung jawab utama dalam memastikan bahwa sumber daya alam
dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia?

Penerimaan pajak berperan penting dalam pembangunan dan pembiayaan
negara, khususnya di Indonesia dengan sistem pemerintahan modern. Sejak 1980-an,
pajak menjadi sumber utama pendapatan negara, yang mencerminkan partisipasi
masyarakat dalam mendukung keberlanjutan pemerintahan dan pembangunan
nasional

Seiring meningkatnya dukungan pajak terhadap struktur pendapatan dalam
APBN, negara berupaya mengoptimalkan pendapatan melalui sektor pajak termasuk
dengan menerapkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada
mulanya merupakan jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah pusat
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 yang kemudian
direvisi oleh undang undangnomor 20 tahun 2000. Namun, sejak 1 Januari 2011,
pengelolaan BPHTB dialihkan menjadi pajak daerah.®

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencakup seluruh pendapatan asli daerah yang
ditopang oleh aktivitas ekonomi lokal, dengan pajak daerah sebagai salah satu
komponen terbesar. Pajak daerah memungkinkan masyarakat berperan aktif dalam

pelaksanaan otonomi untuk pembangunan wilayah daerah. Dalam konteks tersebut,

! pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2 Rahadiansyah, Deriangga Arrahmad, and Habib Adjie. "Pengaturan BPHTB Terutang dalam
Penyelenggaraan Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL)." Dewantara: Jurnal
Pendidikan Sosial Humaniora 3, no. 1 (2024): 284-292.

% Gunawan, Naufal, Rizaldi Gym Nastiar, and Aprila Niravita. "Penyelenggaraan Ketentuan Kota
Mataram Nomor 11 Tahun 2016 yang Mengubah Regulasi Mengenai Pajak Alih Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB): Studi Kasus di Indonesia." Jurnal Batavia 1, no. 1 (2024): 28-42.



BPHTB menjadi salah satu jenis pajak daerah yang potensial dalam meningkatkan
kemandirian fiskal daerah.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen utama dalam
pendapatan asli daerah (PAD) yang merupakan pendapatan yang didapatkan oleh
daerah yang diambil sesuai dengan mengacu pada peraturan daerah yang selaras
dengan ketentuan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk memberikan hak
kepada pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah sesuai
dengan potensi yang dimiliki tiap daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berfungsi sebagai sumber pemasukan guna
mendukung pembangunan di daerah, seperti pembangunan infrastruktur. Selain itu,
PAD juga merupakan tulang punggung dalam pembiayaan daerah, kemampuan
pengembangan potensi ekonomi daerah dapat dilihat dengan semakin besar porsi
pendapatan asli daerah dalam APBD, semakin kuat otonomi keuangan daerah dan
semakin berkurang ketergantungannya pada transfer pusat.* Pemanfaatan dan
pengendalian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perlu dipertahankan dan ditingkatkan
agar dapat mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu
caranya adalah dengan menyosialisasikan Peraturan Daerah terkait Pajak Daerah
kepada wajib pajak, baik individu maupun badan. Langkah ini berpotensi
meningkatkan penerimaan PBB setiap tahun, sehingga dapat merupakan salah satu
sumber pendapatan pokok yang memiliki arti penting bagi daerah.®

Adapun peraturan yang membahas mengenai pendapatan asli daerah ini telah
diatur dalam beberapa peraturan yaitu berdasarkan Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 yang diperbarui Peraturan Daerah Kabupaten
Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pasal 1 angka 10 pajak daerah yang dikenakan bagi wajib pajak pribadi dan wajib
pajak badan, yang mana Terdiri atas berbagai jenis pajak daerah, seperti pajak

kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar

4 Suprapto, Sugeng, and Rachyu Purbowati. "Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)." Jurnal Akuntansi Neraca 2, no. 1 (2024).

> Tala, Olifia Yodiawati, Frida Magda Sumual, and Laura Theresia Rawung. "Pengaruh
Penerimaan BPHTB dan PBB Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon." Jambura Accounting
Review 5, no. 2 (2024): 119-131.



kendaraan bermotor, pajak air tanah, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak
reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, hingga Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB).pajak rokok, dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan
perkotaan (PBB-P2).%

Siyasah maliyah merupakan sistem politik keuangan dalam Islam, yaitu
serangkaian kebijakan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah terkait pengelolaan
ekonomi guna memastikan terpenuhinya kebutuhan masyarakat, dengan
berlandaskan nilai-nilai syariat Islamsebagai tolak ukurnya.. Menurut Yusuf al-
Qardhawi dalam pandangannya tentang Siyasah Maliyah menekankan bahwa
pengelolaan ekonomi dan sumber daya dalam Islamharus dilaksanakan dengan
prinsip keadilan. Dalam lingkup Siyasah Maliyah, pajak dan retribusi daerah
dipandang dapat mewujudkan kemakmuran masyarakat tanpa membebani secara
berlebihan.

Dalam kitab hadits yang ditulis oleh para muhadditsin, salah satunya dalam
kitab Figh Zakat karya Yusuf Qardhawi, pajak atau pungutan kepada masyarakat
ditulis dengan lima istilah, yaitu (1) Jizyah, Pajak bagi non-Muslim sebagai imbalan
perlindungan nyawa (2) Kharaj, Pajak atas tanah yang ditaklukkan atau dikelola (3)
Dharibah, Pajak tambahan darurat ketika pemasukan negara tidak cukup (4) ‘Usyr,
bea cukai atas barang yang melewati perbatasan negara dan (5) Al Maks, Pungutan
tidak syar’i atau pajak liar yang dilarang ’. Menurutnya, sistem pajak dalam Islam
tidak semata-mata untuk memaksimalkan pendapatan negara, melainkan harus
mempertimbangkan prinsip maslahah kepada masyarakat. Kebijakan ekonomi dalam
pandangan kajian keislaman dapat kita pahami bahwa aturan-aturan yang
mengarahkan pembangunan ekonomi secara rasional serta menjunjung asas keadilan
bagi umat terutama sumber pemasukan negara haruslah berasal dari hal-hal yang
halal dan pemungutannya harus dilakukan dengan cara yang adil dan tidak

memberatkan rakyat.

& Anita, Amalia Wahyu, Anisa Dwi Nurlaila, And Tanaya Adilla. "Analisis Efektivitas Dan
Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Pendapatan Asli
Daerah (Pad) Kota Kediri." Jumba (Jurnal Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi) 3.2 (2024): 11-22.

" Arifin, Gusfahmi. "Pajak Menurut Syari’ah." Advances in Social Humanities Research 2, no. 1
(2024): 63-82.



Konsep keadilan adalah hal penting yang ditekankan di dalam al-Qur’an dan
juga merupakan misi para nabi yang diutus olen Allah SWT.® Sebagaimana kaidah
figh berikut :

daliaaly bagla die 5 e ey adiad
“ Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar maslahah”
Dalam konteks siyasah maliyah, al-Qur’an menjadi sumber hukum utama dalam

menyelesaikan persoalan terkait keuangan dan penerimaan negara. Sebagaimana
dijelaskan dalan surah Al-Bagarah ayat 262 :
de zh 330 a6 st V5 e 13 G G5 1 25 0 Ji b 24530 3 Gl
53035 3 V5 alle <33 Y5 Sagly
“orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa
yang dia infakkan itu dengan menyebut dan menyakiti (perasaan penerima), mereka
memperoleh pahala di sisi tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka
tidak bersedih hati”®
Al-Qur’an surah al-Bagarah ayat 262 menegaskan bahwa negara diberikan
otoritas untuk merumuskan kebijakan yang dapat menerapkan prinsip-prinsip keadilan
agar kebijakan yang diambil tidak bersifat negatif bagi rakyat. Peraturan daerah
mengenai pajak daerah terutama pajak penghasilan (PPH) dan bea perolehan atas tanah
dan bangunan (BPHTB) jual beli tanah sudah pasti berkaitan dengan kajian figh Siyasah
Maliyah yaitu berkenaan dengan permasalahan pajak daerah yang termasuk dalam
salah satu sumber pendapatan kas negara yang mesti diurus berdasarkan kemaslahatan.
Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 tahun 2024
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa dasar perhitungan pajak bea
perolehan atas tanah dan bangunan (BPHTB) untuk perbuatan jual beli adalah nilai
perolehan objek pajak berupa nilai transaksi jual beli bukan nilai pasar. Apabila nilai
perolehan objek pajak tidak diketahui atau lebih rendah dari nilai jual objek pajak

(NJOP) yang menjadi dasar pengenaan PBB pada tahun perolehan atau saat akta

8 Munandar, Aris, and Ahmad Hasan Ridwan. "Keadilan sebagai Prinsip dalam Ekonomi Syariah
serta Aplikasinya pada Mudharabah." Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam 7, no. 1 (2023): 89-102.
® Al-Qur’an dan Terjemah, Sygma Exagrafika, 2009, hal 44



ditandatangani, maka NJOP yang berlaku pada tahun tersebut digunakan sebagai dasar
penetapan nilai perolehan objek pajak dalam PBB. Artinya nilai dasar penghitungan
BPHTB berlaku 2 (dua) pilihan, apakah memakai nilai transaksi jual beli yang
dilakukan para pihak, atau memakai nilai yang ditetapkan dalam PBB tahun
berjalan/tahun ditandatangani akta, tergantung nilai mana yang lebih tinggi.

Pada praktek di lapangan, banyak masyarakat yang mengeluhkan perbedaan
perhitungan ini terhadap jumlah yang harus dibayarkan, pasal 14 ayat (4) mengatur
bahwa nilai Pembayaran atau pelunasan BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan
bangunan melalui transaksi jual beli sebagaimana tercantum pada ayat (2) huruf a dan
ayat (3), dilakukan berdasarkan nilai perolehan objek pajak, akan tetapi oleh Bapenda
Rejang Lebong pada prakteknya ditetapkan sepihak berdasarkan harga pasar pada saat
tahun di tandatangani akta dengan mengabaikan harga transaksi jual beli kedua belah
pihak dan nilai jual objek pajak (NJOP) yg ditetapkan dalam pajak bumi bangunan
(PBB) pada tahun ditanda tanganinya Akta, sehingga hal tersebut bertentangan dengan
peraturan Perundang-undangan.

Dengan adanya pertentangan inilah penulis tertarik untuk meneliti  suatu
permasalahan yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong
Pasal 10 Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Ditinjau
dari Perspektif Siyasah Maliyah.

B. Identifikasi Masalah
Identifikasi masalah dalam penelitian ini berfokus pada pelaksanaan Pasal 10

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur

mengenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dalam

pelaksanaannya, terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi, yaitu:

1. Pelaksanaan penetapan BPHTB terkesan belum sepenuhnya sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

2. Penentuan besaran nilai BPHTB dilakukan secara sepihak oleh BPKD tanpa
perhitungan yang transparan.

3. Penetapan nilai BPHTB tersebut menimbulkan kesan membebani masyarakat
sebagai pihak yang harus memenuhi kewajiban pajak.

C. Batasan Masalah



Penelitian ini membatasi fokus penelitian pada Peraturan Daerah Kabupaten
Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
yakni pasal 10 yang membahas tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
(BPHTB) sejak peraturan ini ditetapkan sampai pada tahap penelitian ini dilakukan.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis
mengambil pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi peraturan daerah kabupaten rejang lebong nomor 1
tahun 2024 tentang pajak daerah ?

2. Bagaimana pelaksanaan peraturan daerah tersebut menurut perspektif Siyasah
Maliyah ?

. Tujuan Penelitian

Adapun berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut, maka tujuan dari
penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Implementasi pajak bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan (BPHTB) pada Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1
Tahun 2024

2. Mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1
Tahun 2024 berdasarkan perspektif Siyasah Maliyah

. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini nantinya, diharapkan dapat memberikan manfaat
sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis
1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan

ilmu pengetahuan, terutama dalam ranah siyasah maliyah dan hukum

perpajakan daerah..
2. Penelitian ini dapat memberikan kerangka analisis dalam mengetahui
implementasi dan mengevaluasi keadilan dalam sistem perpajakan daerah

b. Manfaat Praktis



1. Memberikan informasi dan analisis mengenai permasalahan perhitungan
BPHTB, sehingga dapat menjadi dasar bagi perbaikan regulasi dan
implementasi.

2. Menjadi referensi dan bahan kajian bagi penelitian selanjutnya di bidang
siyasah maliyah, hukum perpajakan dan keuangan publik.

G. Tinjauan Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi dasar atau referensi dalam pelaksanaan penelitian,

yang membantu penulis memahami berbagai persoalan serta pendekatan yang telah

digunakan dalam suatu penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan tema

pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu sebelumnya. Namun, untuk

menghindari kesamaan terhadap penelitian sebelumnya penulis melakukan analisis

pokok pembahasan yang berbeda-beda pada penelitian yang diteliti, di antaranya

sebagai berikut :

a.

Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Belanja Modal Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013-2022, Skripsi
Abduloh Mubhfit, Program Studi Akuntansi Dan Perpajakan, Jurusan Ekonomi
Dan Bisnis, Politeknik Bandar Lampung, Tahun 2024

Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Pemanfaatan Pajak Bumi Dan Bangunan
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah Di
Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Skripsi Sry Rahayu Sunengsih, Jurusan Hukum
Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitasn IslamNegeri
Sunan Gunung Djati, Tahun 2023

Pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Hak Milik Di Kabupaten
Demak, Skripsi Layla Nur Rachmadiyah, Program Studi limu Hukum, Fakultas
Hukum, Universitas IslamSultan Agung, Tahun 2024

. Upaya Pemerintah Menertibkan Juru Parkir Liar Berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Rejang Lebong Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah, Skripsi Edo Mandala Putra
Pratama, Jurusan Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2025.

Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya hanya membahas pajak daerah

secara umum atau membahas aspek normatif Peraturan Daerah tanpa melihat



bagaimana praktik penetapan BPHTB dilakukan di lapangan. Selain itu, belum ada
penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kabupaten
Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024, terutama terkait ketidaksesuaian penetapan
nilai BPHTB oleh BPKD dengan perhitungan yang seharusnya. Penelitian terdahulu
juga belum menghubungkan persoalan implementasi BPHTB tersebut dengan
perspektif Siyasah Maliyah. Oleh karena itu, terdapat kekosongan kajian terkait
analisis implementasi perda terbaru ini yang dikaitkan dengan praktik penetapan
BPHTB serta tinjauan Siyasah Maliyah, sehingga penelitian ini menjadi relevan
untuk dilakukan.
. Metode Penelitian
Penelitian hukum merupakan kegiatan analisis yang mencakup penggunaan
metode, sistematika, serta pola pemikiran tertentu untuk mengkaji fenomena hukum
yang memerlukan pendekatan penelitian yang tepat. Penerapan metode tersebut
berfungsi untuk menuntun proses penelitian agar sejalan dengan rumusan masalah
dan tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode
sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menerapkan metode penelitian Normatif Empiris yang
menggabungkan analisis terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong
Nomor 1Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan
melakukan pengamatan terhadap implementasi peraturan tersebut di lapangan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana penerapan sebuah
peraturan secara praktik, dengan pendekatan yang ditinjau dari perspektif Siyasah
Maliyah.
2. Sifat Penelitian
Pada penelitian ini sifat penelitian yang digunakan adalah kualitatif di mana
penulis ingin mendeskripsikan bagaimana perhitungan pajak daerah dan retribusi
daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1
Tahun 2024.



3. Objek Penelitian
Objek penelitian ini adalah implementasi Peraturan Daerah Kabupaten
Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 dari perspektif siyasah maliyah.
Permasalahan yang terjadi adalah ketidaksesuaian perhitungan bphtb yang
dilakukan oleh pemerintah daerah Rejang Lebong dengan peraturan yang ada,
sehingga objek penelitian ini sangat berpotensi sebagai upaya memberikan
jaminan kepastian hukum terhadap wajib pajakkhususnya di daerah Rejang
Lebong
4. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan kasus (case
approach), yaitu dengan mengkaji kasus yang berhubungan dengan persoalan
hukum yang terjadi di masyarakat guna memperoleh serta menegaskan fakta dan
data yang diperlukan. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan
perundang-undangan (statue approach) dengan berfokus pada Peraturan Daerah
Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 sebagai dasar analisis.
5. Data
1) Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari
sumbernya melalui wawancara dengan memberikan sejumlah pertanyaan yang
telah disusun untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan rumusan
masalah penelitian dari para responden. Sehingga penulis nanti akan
melibatkan para pihak yang terlibat diantaranya :
a) Notaris dan PPAT
b) BPKD
c) DPRD
2) Data Sekunder
Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak
langsung vyaitu data yang didapatkan dari sumber referensi lainnya seperti
buku ilmiah, buku Al Mawardi Al-Ahkam As-Sulthaniyah, buku Ibn Khaldun
Mugaddimah, jurnal, skripsi, yurisprudensi dan hasil penelitian yang memiliki

keterkaitan dengan topik yang dibahas penulis.



3) Data Tersier
Data tersier adalah bahan yang digunakan untuk membantu memeberikan
penjelasan terkait referensi primer dan sekunder, termasuk kamus hukum, blog
hukum, ensiklopedia dan lain-lain.
6. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah teknik dalam mencari dan mengumpulkan
data yang telah diperoleh dari wawancara, buku, jurnal serta literatur lainnya.
Adapun hal tersebut menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :
1) Observasi
Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan
cara mengamati secara langsung proses, perilaku, serta kondisi yang terjadi di
lapangan. Dalam penelitian ini, observasi digunakan untuk melihat secara
nyata bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong
Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 10 tentang bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan (BPHTB) dilaksanakan oleh instansi terkait, seperti badan pengelola
keuangan daerah (BPKD) dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT)/Notaris.
Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh gambaran faktual mengenai
mekanisme pemungutan dan perhitungan, serta kendala yang muncul dalam
praktik, sehingga data yang diperoleh lebih akurat dan mampu mendukung
analisis kesesuaian pelaksanaan perda.
2) Wawancara
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan
cara berdialog secara langsung dengan narasumber untuk memperoleh
informasi yang mendalam, akurat, dan sesuai kebutuhan penelitian. Dalam
penelitian ini, wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang berperan dalam
pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun
2024 Pasal 10 tentang badan pengelola keuangan daerah (BPHTB), seperti
Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT)/Notaris, Serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai
pembuat peraturan. Melalui wawancara, peneliti dapat menggali penjelasan

mengenai mekanisme pemungutan BPHTB dan perhitungannya dalam
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implementasi kebijakan tersebut. Data hasil wawancara ini membantu
memberikan gambaran komprehensif untuk menilai pelaksanaan perda dari
perspektif Siyasah Maliyah.
3) Dokumentasi
Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara
menelusuri dan mengumpulkan berbagai dokumen yang relevan dengan objek
penelitian.
7. Teknik Analisis Data
Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif analitis, yaitu
metode yang berfungsi untuk menggambarkan, menjelaskan, dan merangkum
data yang diperoleh sehingga dapat terlihat pola-pola tertentu yang sesuai dengan
kondisi data yang ada.
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BAB |1
LANDASAN TEORI

A. Implementasi
1. Pengertian Implementasi

Implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan dari strategi serta
pemanfaatan sumber daya yang telah ditetapkan, ia merupakan bagian krusial
dalam proses perencanaan, keberhasilan suatu perencanaan dapat dinilai dari
seberapa baik implementasinya. Perencanaan yang matang tidak memiliki nilai
apabila tidak diimplementasikan dalam tindakan nyata. Implementasi bertujuan
untuk mewujudkan target dari kegiatan yang telah dirancang sebelumnya.
Pelaksanaan ini dilakukan ketika perencanaan telah dipersiapkan secara optimal
dan dianggap siap ntuk diterapkan dalam kehidupan nyata.!

Secara etimologi, istilah implementasi menurut Kamus Webster berasal dari
bahasa Inggris to implement. lIstilah tersebut diartikan sebagai menyediakan
sarana untuk melaksanakan suatu kegiatan (to provide the means for carrying
out), serta memberikan efek atau hasil nyata terhadap sesuatu (to give practical
effect to). Dengan kata lain, implementasi merujuk pada proses nyata dalam
mewujudkan suatu rencana, kebijakan, atau keputusan agar dapat berfungsi secara
efektif dalam praktik. Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,
implementasi dimaknai sebagai pelaksanaan atau penerapan. Istilah ini umumnya
dikaitkan dengan aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.
Implementasi mengacu pada proses menerapkan gagasan, konsep, kebijakan, atau
inovasi ke dalam tindakan nyata yang bertujuan memberikan dampak, baik berupa
perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap.?

Implementasi adalah elemen krusial dalam seluruh rangkaian proses
kebijakan, yang bertujuan untuk mencapai sasaran tertentu dengan menggunakan
sumber daya dan fasilitas yang sesuai, serta dalam jangka waktu yang telah
ditentukan. Secara mendasar, Implementasi kebijakan adalah upaya untuk

merealisasikan tujuan yang telah dirumuskan melalui pelaksanaan berbagai

! Harmita, D., dan H. N. Aly. Implementasi Pengembangan dan Tujuan Kurikulum. Multilungual:
Journal of Universal Studies 3, no. 1 (2023): 114-119
2 B. T. Haji, Pengertian Implementasi (Laporan Akhir,2020). 31
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program, sehingga kebijakan tersebut dapat berjalan secara efektif dan mencapai
hasil yang diharapkan®Tahap implementasi dalam proses kebijakan memiliki
keterkaitan yang erat dengan fungsi pelaksanaan (actuating) dalam manajemen.
Fungsi pelaksanaan berperan sebagai penghubung antara fungsi-fungsi awal,
seperti perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), dan penataan
sumber daya manusia (staffing), dengan fungsi pengendalian (controlling) sebagai
tahap akhir. Demikian pula, implementasi kebijakan tidak dapat dipisahkan dari
tahapan awal, seperti identifikasi masalah, penetapan tujuan, dan perumusan
kebijakan, serta tahapan akhir berupa kegiatan pengawasan dan evaluasi.

Menurut Syaukani, implementasi adalah rangkaian tindakan yang dilakukan
untuk mengoperasionalkan kebijakan kepada masyarakat agar kebijakan tersebut
menghasilkan dampak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Rangkaian
kegiatan ini mencakup: pertama, penyusunan seperangkat peraturan lanjutan yang
menjadi bentuk interpretasi dari kebijakan tersebut; kedua, menyiapkan berbagai
sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan implementasi,
termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya manusia, keuangan,
serta penetapan kebijakan itu sendiri; dan ketiga, sebagai sarana untuk
menyampaikan kebijakan tersebut secara nyata kepada masyarakat.*

Keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh keseluruhan tahap
tersebut, Sehingga pembahasan tentang implementasi tidak jauh berbeda dengan
pembahasan tentang fungsi aksi dalam manajemen. Sebagai tahap tengah,
implementasi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang turut mempengaruhi
proses formulasi kebijakan. Hal ini bisa dipahami lantaran pihak-pihak yang
sebelumnya mendukung dan memberikan peran positif pada perumusan kebijakan
cenderung memiliki sikap yang sama saat kebijakan tersebut diimplementasikan.
Sebaliknya, pihak yang menentang kebijakan pada tahap perumusan juga

cenderung akan menetap pada tahap implementasinya.®

% 1bid

4 Syaukani et al., Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, cet. 1l (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2006), 295.

5 R. Ahdiat dan P. N. A. N. Afrilla. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang
Penanggulangan Kabut Asap Di Kabupaten Hulu Sungai Utara.SENTRI: Jurnal Riset llmiah 3, No 5
(2024):2518
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Sementara itu, menurut Menurut Nurdin Usman dalam karyanya Konteks
Implementasi Berbasis Kurikulum, implementasi diartikan sebagai proses
pelaksanaan dari suatu rencana yang telah dirancang secara komprehensif dan
sistematis. Hal ini berhubungan dengan aspek perencanaan, kesepakatan, serta
pelaksanaan kewajiban. Selain itu, terdapat pula pandangan lain yang menyatakan
bahwa implementasi merupakan suatu fenomena yang muncul setelah adanya
kebijakan yang ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain, kebijakan harus
dirumuskan terlebih dahulu sebelum proses pelaksanaan atau penerapan dapat
dilakukan.®

Menurut Webster Dictionary, istilah implement berasal dari bahasa Latin
implementum, yang diturunkan dari kata impere dan plere.. Kata implere berarti
mengisi penuh atau melengkapi, sedangkan plere bermakna mengisi. Dalam
perkembangannya, to implement memiliki beberapa makna, vyaitu : (1)
menjalankan atau mewujudkan sesuatu hingga mencapai hasil yang diinginkan,
melengkapi serta menyelesaikan (2) menyediakan sarana atau alat yang
diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas agar menghasilkan dampak yang
bersifat praktis (3) melengkapi atau menyediakan sesuatu dengan peralatan yang
diperlukan.

Sedangkan menurut Haji, implementasi adalah bagian paling krusial dalam
keseluruhan tahapan kebijakan yang dilakukan sebagai langkah untuk
mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan berbagai fasilitas
yang tersedia dan sesuai dengan alokasi waktu yang telah dirancang. Maka secara
umum implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan program-program
yang dirancang guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya’.
Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada koordinasi para unsur
pelaksana, sumber daya juga kesesuaian antara kebijakan yang dirumuskan
dengan kondisi di lapangan.

Sabatier dan Mazmanian mendeskripsikan bahwa implementasi kebijakan

berarti melaksanakan kebijakan hukum yang mempunyai legalitas, baik dalam

& Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum (Jakarta: Grasindo, 2002), 70.
’B. Haji, Tinjauan: Pengertian Implementasi, laporan akhir, 2020, 31.
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bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan eksekutif ataupun bentuk
program Kkerja lain yang mengarahkan pada masalah yang akan diselesaikan.
Selain itu, mereka menjelaskan secara umum proses ini berlangsung dalam
beberapa tahapan, dimulai dari disahkannya peraturan dasar, dilanjutkan dengan
pengambilan keputusan oleh lembaga pelaksana.Kemudian diikuti oleh respon
kepatuhan dari kelompok yang menjadi sasaran kebijakan, penilaian terhadap
dampak keputusan tersebut, hingga pada akhirnya dilakukan revisi atau
setidaknya upaya untuk merevisi ketentuan dasar yang telah ditetapkan
sebelumnya.

Implementasi dalam konteks politik merupakan proses yang dilakukan
untuk menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan nyata, yang selanjutnya
dituangkan dalam bentuk administratif melalui tahapan-tahapan seperti
pengesahan undang-undang atau peraturan. Kebijakan tersebut dipandang sebagai
langkah strategis yang dapat diambil oleh individu, kelompok, pemerintah,
pejabat publik, maupun pihak swasta dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
Proses implementasi tidak hanya menekankan pada pelaksanaan teknis, tetapi juga
melibatkan upaya penyesuaian terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik agar
kebijakan yang telah dirumuskan dapat berjalan secara efektif. Dengan demikian,
implementasi berperan sebagai jembatan antara perencanaan strategis dan hasil
nyata, memastikan kebijakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat
melalui penyesuaian yang adaptif dan efektif. .

2. Tujuan Implementasi
a. Implementasi bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan yang disediakan
kepada masyarakat. Dengan memperbaiki kualitas layanan, diharapkan
masyarakat dapat merasakan manfaat yang lebih besar dari apa yang mereka
terima. Hal ini sangat penting karena setiap orang memiliki harapan dan
kebutuhan yang berbeda. Ketika layanan yang diberikan sesuai dengan
ekspektasi masyarakat, mereka akan merasa lebih puas dan memiliki
kepercayaan yang lebih tinggi terhadap institusi atau organisasi yang

menyediakan layanan tersebut. Selain itu, peningkatan mutu layanan juga

8 Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan
Negara, ed. 2 (Jakarta: Kencana, 2008), 70.
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berkontribusi pada pembentukan hubungan yang lebih positifantara penyedia
layanan dan masyarakat. Oleh karena itu, tujuan utama dari implementasi
dimaksudkan guna menjamin bahwa setiap pihakmendapatkan layanan
berkualitas yang dapat memenuhi kebutuhan mereka dan memberikan dampak
positif dalam kehidupan sehari-hari.’

b. Tujuan implementasi adalah untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat
dalam proses pengambilan keputusan sangat penting. Dengan melibatkan
masyarakat secara langsung, kebijakan yang dirumuskan akan lebih sesuai
dengan kebutuhan serta kondisi nyata di lapangan. Partisipasi ini juga
menciptakan rasa memiliki terhadap kebijakan yang dibuat, sehingga
meningkatkan tingkat penerimaan dan kepatuhan terhadap pelaksanaannya.
Pada akhirnya, hal ini dapat memperkuat legitimasi kebijakan serta
mendorong tercapainya tujuan secara lebih efektif dan berkelanjutan.°

c. Salah satu tujuan utama dari implementasi adalah untuk menjamin bahwa
kebijakan yang dijalankan dapat berlangsung secara konsisten dan
berkesinambungan dalam jangka panjang. Keberlanjutan ini penting agar
kebijakan tidak hanya memberikan dampak sesaat, tetapi juga mampu
menciptakan perubahan positif yang terus dirasakan dari waktu ke waktu.
Dengan demikian, manfaat dari kebijakan tersebut tidak hanya dirasakan oleh
generasi sekarang, tetapi juga diwariskan kepada generasi mendatang. Hal ini
menjadi landasan penting dalam menciptakan pembangunan yang berorientasi
pada masa depan.!!

B. Pajak
Pajak merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem keuangan negara, di
mana masyarakat wajib membayar iuran kepada pemerintah berdasarkan ketentuan
undang-undang yang berlaku. luran ini tidak memberikan imbalan langsung kepada
pembayar, seperti layanan spesifik atau barang tertentu, melainkan digunakan secara

kolektif untuk membiayai berbagai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini

® Desnita Fitriani dan Dinie Anggraenie Dewi, "Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam
Pengimplementasian Pendidikan Karakter," Jurnal Kewarganegaraan 5, no. 2 (2021): 496.

O1bid

Y1bid,
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mencakup pengeluaran umum seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan,
kesehatan, dan pertahanan negara, yang pada akhirnya memberikan manfaat sosial
bagi seluruh masyarakat. Konsep ini menekankan prinsip solidaritas, di mana setiap
individu berkontribusi sesuai kemampuan untuk mendukung kesejahteraan bersama.

Menurut ahli hukum dan keuangan negara Indonesia, Rochmat Soemitro, pajak
didefinisikan sebagai "iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang
yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan
dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum." Kutipan ini menyoroti sifat
wajib dan paksaan pajak, yang membedakannya dari bentuk pembayaran sukarela
seperti sumbangan atau donasi. Kata "dapat dipaksakan™ mengacu pada mekanisme
penegakan hukum yang memungkinkan negara untuk menjatuhkan sanksi bagi yang
tidak mematuhi, seperti denda atau pidana. Selain itu, absennya kontraprestasi
langsung berarti pembayaran pajak tidak diimbangi dengan manfaat pribadi segera,
melainkan berkontribusi pada pengeluaran umum yang bermanfaat jangka panjang
bagi masyarakat luas.?

Dalam praktiknya, pajak memiliki fungsi ganda: sebagai sumber pendapatan
negara dan sebagai alat kebijakan ekonomi. Pendapatan dari pajak digunakan untuk
membiayai defisit anggaran, mengurangi ketimpangan sosial melalui redistribusi
kekayaan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui insentif seperti
pengurangan pajak untuk investasi. Ada berbagai jenis pajak, seperti pajak
penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan
pajak kendaraan bermotor, masing-masing dirancang untuk menjangkau segmen
masyarakat yang berbeda. Implementasi pajak ini sering kali melibatkan tantangan
seperti penghindaran pajak (tax evasion) atau pengelakan pajak (tax avoidance), yang
memerlukan sistem administrasi yang kuat, transparan, dan didukung teknologi
untuk meningkatkan kepatuhan.

Dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia tertanam dalam konstitusi negara,
yaitu Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini secara tegas menyatakan

bahwa "segala jenis pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan

2 Nathaniel Prawira, Khalimi Khalimi, and Achmad Fitrian, “Kepastian Hukum Penyelesaian
Sengketa Pajak Pertambahan Nilai dalam Transaksi Pengadaan Barang dan Jasa,” Journal of Innovation
Research and Knowledge 4, no. 10 (2025): 74077416
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negara harus diatur dengan undang-undang.” Ketentuan ini menegaskan prinsip
supremasi hukum dalam perpajakan, di mana pemerintah tidak dapat memungut
pajak secara sewenang-wenang tanpa landasan undang-undang yang sah. Hal ini
bertujuan untuk melindungi hak warga negara dari pungutan yang tidak adil, sambil
memastikan bahwa pajak digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan
nasional dan kesejahteraan sosial. Pasal ini menjadi fondasi utama yang mencegah
arbitrariness dalam kebijakan fiskal, memungkinkan pengawasan oleh lembaga
seperti Mahkamah Konstitusi jika terjadi pelanggaran.

Secara operasional, perpajakan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU
KUP), yang telah mengalami beberapa revisi untuk menyesuaikan dengan
perkembangan zaman. UU KUP ini berfungsi sebagai payung hukum yang mengatur
prinsip-prinsip umum perpajakan, seperti subjek pajak, objek pajak, tarif, dan tata
cara pemungutan. Misalnya, UU KUP menetapkan kewajiban wajib pajak untuk
melaporkan penghasilan, mekanisme pengembalian pajak berlebih (restitusi), serta
sanksi bagi pelanggaran seperti keterlambatan pembayaran. Dalam implementasinya,
UU KUP memberikan wewenang kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk
menjalankan administrasi pajak, termasuk melalui sistem e-filing yang memudahkan
wajib pajak. Hal ini menjadikan UU KUP sebagai instrumen praktis yang
memastikan pemungutan pajak berjalan efisien dan transparan.®

Pajak di Indonesia dapat dibedakan berdasarkan lembaga yang bertugas
memungutnya, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dikelola oleh
pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan,
mencakup jenis seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN),
dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perdesaan dan perkotaan. Pendapatan
dari pajak pusat digunakan untuk membiayai anggaran negara secara keseluruhan. Di
sisi lain, pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, atau
kota) dan meliputi jenis seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB), Pajak Kendaraan Bermotor, dan Pajak Reklame. Pembagian ini

13 Muhammad Habib, Cindy Anita Sari, and Syarifah Hanum Tumanggor, “Ketentuan Umum
Perpajakan (KUP) dan Tatacara Perpajakan,” Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen 2, no. 3 (2025):
1-8.
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didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang memungkinkan daerah memiliki otonomi
fiskal untuk mendanai pembangunan lokal.

Berdasarkan cara pemungutannya, pajak dibagi menjadi pajak langsung dan
pajak tidak langsung. Pajak langsung dikenakan langsung pada subjek pajak
(individu atau badan) berdasarkan kemampuan ekonominya, seperti PPh yang
dipotong dari gaji atau penghasilan. Pajak ini mudah dilacak dan memberikan
insentif bagi wajib pajak untuk melaporkan dengan benar. Sebaliknya, pajak tidak
langsung dikenakan pada transaksi atau konsumsi barang/jasa, seperti PPN yang
dibebankan pada harga jual. Pajak ini lebih mudah dikumpulkan karena tidak
memerlukan identifikasi subjek secara spesifik, namun bisa kurang terlihat oleh
konsumen akhir. Pembagian ini memengaruhi desain kebijakan, di mana pajak
langsung sering digunakan untuk redistribusi kekayaan, sedangkan pajak tidak
langsung mendukung konsumsi dan pertumbuhan ekonomi.*

Pajak juga diklasifikasikan berdasarkan dasar penetapannya menjadi pajak
subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif ditentukan berdasarkan kondisi pribadi
subjek pajak, seperti penghasilan, kekayaan, atau kemampuan membayar, contohnya
PPh yang disesuaikan dengan status keluarga atau pengurangan biaya. Pajak ini lebih
adil secara vertikal karena mempertimbangkan perbedaan individu. Sementara itu,
pajak objektif dikenakan pada objek tertentu tanpa memandang subjeknya, seperti
BPHTB yang dipungut atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. BPHTB
termasuk pajak daerah kabupaten/kota yang bersifat objektif, diatur dalam Peraturan
Daerah setempat, dan digunakan untuk membiayai infrastruktur lokal. Pajak objektif
lebih sederhana dalam administrasi namun kurang fleksibel untuk keadilan sosial.

Klasifikasi ini membantu dalam perencanaan fiskal, memungkinkan
pemerintah menyesuaikan kebijakan dengan tujuan seperti peningkatan pendapatan
atau pengurangan kesenjangan. Misalnya, BPHTB sebagai pajak objektif daerah

berkontribusi pada pembangunan lokal tanpa beban subjektif yang berat.

14 Oheo Kaimuddin Haris, Safril Sofwan Sanib, and Wakub D. Karim, “Pertanggung Jawaban
Hukum terhadap Pelanggaran Pajak Kendaraan Bermotor,” Halu Oleo Legal Research 6, no. 3 (2024):
700-715.
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C. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024

Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, untuk menegakkan prinsip
negara hukum, perlu dibentuk peraturan perundang-undangan tingkat nasional yang
terpadu, terencana, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional, sehingga
mampu menjamin perlindungan hak dan kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat akan peraturan perundang-undangan yang
berkualitas, diperlukan penyusunan aturan mengenai pembentukan perundang-
undangan dengan prosedur dan metode yang jelas, baku, serta memiliki standar yang
mengikat semua lembaga pembentuknya.

Pasal 64 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur bahwa
perubahan terhadap teknik penyusunan peraturan perundang-undangan ditetapkan
melalui Peraturan Presiden. Sebagai penerapan peraturan tersebut pemerintah
menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011. Secara normatif, Peraturan
Presiden ini seharusnya dijadikan pedoman utama dalam setiap proses penyusunan
peraturan perundang-undangan. Namundalam praktik,masih saja ditemukan sejumlah
pemerintah kabupaten/kota yang membentuk peraturan tanpa berpedoman pada
ketentuan terbaru tersebut. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak
sesuai dengan ketentuan yang sah dapat berimplikasi pada batal demi hukum. Dalam
konteks pembentukan Peraturan Daerah (Perda) meliputi perencanaan, penyusunan,
pembahasan, penetapan, dan pengundangan.®

Dalam rangka meningkatkan kemandirian fiskal daerah, Pemerintah Kabupaten
Rejang Lebong perlu memaksimalkan penggalian Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selama ini, struktur keuangan daerah masih sangat bergantung pada dana transfer
dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus
(DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Ketergantungan tersebut menjadi kendala bagi
pembangunan daerah yang berkelanjutan, mengingat adanya ketidakpastian dana
transfer dan keterbatasan ruang fiskal untuk melaksanakan program prioritas. Oleh
karena itu, pengoptimalan sumber PAD, khususnya melalui pajak daerah dari sektor

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang memiliki potensi besar

15 D. Telaumbanua, Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Jurnal Education and
Development 4, no.1 (2018):96
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seiring dengan meningkatnya transaksi tanah dan bangunan di wilayah Rejang
Lebong.

Peraturan ini disusun sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 1
Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah
Pusat. Adapun tujuan umum terhadap pembentukan perda ini adalah untuk
mewujudkan sistem perpajakan yang transparan dan akuntabel, sekaligus
memperkuat kapasitas keuangan daerah melalui optimalisasi penerimaan dari sektor
pajak dan retribusi daerah. Di sisi lain, keberadaan perda ini juga dimaksudkan untuk
memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat dalam menjalankan
kewajiban perpajakan secara tertib dan bertanggung jawab.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sebagaimana diatur
dalam Pasal 1 angka 19 Peraturan Daerah Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024,
merupakan pungutan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Hak yang
dimaksud meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak
milik atas satuan rumah susun, serta hak pengelolaan.

Pungutan BHPTB ini menjadi beban pembeli dan memiliki kesamaan dengan
pajak penghasilan yang dikenakan kepada penjual. Artinya baik penjual ataupun
pembeli memiliki kewajiban masing-masing dalam membayar pajak. BPHTB
merupakan jenis pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah/bangunan,
sehingga termasuk dalam kategori pajak. Oleh karena itu objek yang dikenai BPHTB
mencakup tanah, bangunan serta kombinasi dari keduanya?®.

Dalam Pasal 10 ayat 1 menyebutkan bahwa objek BPHTB adalah perolehan hak
atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak tersebut dapat terjadi melalui berbagai
cara, salah satunya melalui transaksi jual-beli. Sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2010, subjek pajak BPHTB adalah individu atau badan hukum
yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

Berdasarkan ketentuan pada pasal 13, bahwa tarif BPHTB ditetapkan dengan
jumlah sebesar 5%. Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 12, yaitu :

1. Harga transaksi untuk jual beli

16 Nurlia Siti Muntamah, Problematika Penerapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
(BPHTB) terhadap Harga Jual Tanah (Deposisi: Jurnal Publikasi lImu Hukum 3, no 1(2025):88-106
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2. Nilai pasar juga berlaku untuk perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan
melalui berbagai cara, seperti tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, waris,
kontribusi modal dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak
yang menimbulkan peralihan, pelaksanaan putusan hakim yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru di luar pelepasan hak,
penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, serta pemberian
hadiah.

Nilai perolehan objek pajak yang tidak dikenai BPHTB ditetapkan sebesar Rp
80.000.000,00 untuk perolehan pertama oleh wajib pajak di wilayah daerah tempat
terutangnya pajak.!’Ketentuan ini memberikan keringanan bagi wajib pajak yang
baru pertama kali melakukan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, sehingga
nilai tersebut tidak dikenakan BPHTB. Penetapan nilai perolehan objek pajak tidak
kena pajak ini menjadi dasar dalam perhitungan BPHTB dan berfungsi sebagai
bentuk perlindungan terhadap masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah yang
hendak memiliki hak atas tanah dan bangunan untuk pertama kalinya.

Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya
perolehan, maka dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP tersebut.
Hal ini dimaksudkan agar terdapat informasi nilai perolehan yang jelas atau ketika
nilai perolehannya secara nyata di bawah standar pasar. Penggunaan NJOP sebagai
acuan juga menjadi bentuk pengendalian agar tidak terjadi praktik penghindaran
pajak dengan cara melaporkan nilai perolehan yang lebih rendah dari nilai pasar yang
wajar.

Selain itu, penggunaan NJOP sebagai dasar pengenaan BPHTB juga
memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam perpajakan. Dengan adanya
patokan yang objektif dan seragam, pemerintah dapat mencegah terjadinya
manipulasi nilai perolehan oleh wajib pajak yang sewenang-wenang karena NJOP
ditetapkan secararesmi oleh pemerintah berdasarkan kajian atas nilai pasar warga

setempat. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan

17 peraturan Daerah Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024
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penerimaan pajak tetapi juga menjaga transparansi dan akuntabilitas administrasi
perpajakan daerah.

D. Siyasah Maliyah
1. Pengertian Siyasah Maliyah

Kata siyasah diambil dari bahasa Arab dari kata siyasah yang berarti
mengatur, mengendalikan, atau memimpin dengan cara yang membawa kepada
kemaslahatan. Sedangkan maliyah diambil dari kata maliyah yang berarti
keuangan. Jadi, siyasah maliyah secara bahasa berarti kebijakan keuangan. Secara
istilah, siyasah maliyah merupakan kebijakan dalam bidang politik keuangan
negara yang mencakup segala aspek seperti pengelolaan arus masuk dan keluar
keuangan negara, penetapan dan pengelolaan sumber pendapatan negara,
perencanaan serta pelaksanaan anggaran negara secara efektif dan efisien,
penetapan kebijakan terkait perpajakan, sistem perbankan, dan hubungan
perdagangan internasional.

Dalam perspektif siyasah maliyah, kebijakan fiskal negara diarahkan untuk
mewujudkan kemaslahatan umum. Terdapat tiga elemen fundamental yang saling
berinteraksi dalam kerangka ini, yaitu masyarakat, kekayaan (al-mal), dan otoritas
pemerintahan. Dalam realitas sosial, masyarakat terbagi ke dalam dua kategori
ekonomi utama: kelompok mampu (aghniya) dan kelompok tidak mampu
(fugara). Oleh karena itu, kebijakan dalam siyasah maliyah dirancang untuk
mengharmonisasikan relasi antara kedua kelompok tersebut guna mengurangi
disparitas ekonomi. Negara memikul tanggung jawab untuk menjaga kepentingan
rakyat secara menyeluruh serta menciptakan tatanan sosial yang adil dan
sejahtera..'®

Fikih siyasah maliyah dalam perspektif Islammemiliki keterkaitan erat
dengan al-Quran, sunnah, serta praktik yang diterapkan oleh para khulafa dan
pemerintahan Islamsepanjang sejarah. Kajian mengenai siyasah maliyah bukanlah
hal baru dalam tradisi Islam, terutama setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw.,

karena disiplin ini merupakan salah satu aspek penting dalam sistem pemerintahan

18 Ahmad Djazuli, Figh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah
(Jakarta: Kencana, 2003), 177.
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Islamyang berkaitan langsung dengan pengelolaan anggaran pendapatan dan
belanja negara.*®

Dalam konteks ini, pajak memiliki posisi penting sebagai bagian dari
instrumen keuangan negara. Dalam kerangka siyasah maliyah, pajak dipandang
sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang dapat diberlakukan ketika
kebutuhan publik meningkat dan sumber-sumber pemasukan syari seperti zakat,
kharaj, jizyah, dan fai tidak mencukupi. Para ulama seperti al-Mawardi dan Ibn
Taimiyah menjelaskan bahwa pemungutan pajak diperbolehkan selama memenuhi
prinsip syariah, yaitu tidak memberatkan rakyat, bersifat adil, proporsional, dan
dialokasikan untuk kemaslahatan umum. Dengan demikian, pajak menjadi sarana
untuk memperkuat stabilitas keuangan negara, mendukung penyediaan layanan
publik, serta mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan tujuan syariah atau
maqasid al-syariah

2. Sumber Hukum Siyasah Maliyah

a. Al-Qur’an

Secara etimologis, Al-Qur'an merupakan bentuk masdar dari kata ‘ga-ra-a'
yang berwazan 'fu’lan', yang berarti bacaan; berkaitan dengan apa yang tertulis
di dalamnya; atau berkaitan dengan melihat dan menelaah. Seperti yang
dijelaskan dalam surat al-Qiyamah ayat 17 :

a4 5 dan e

Artinya : Sesungguhnya tugas Kamilah untuk mengumpulkan (dalam
hatimu) dan membacakannya.

Al-Qur’an berperan sebagai sumber hukum fikih, di mana hukum syara’
merupakan kehendak Allah SWT terkait perilaku manusia. Dengan demikian,
Allah SWT adalah pembuat hukum, dan ketentuan-Nya termaktub dalam
wahyu-Nya yang dikenal sebagai Al-Qur’an. Oleh karena itu, Al-Qur’an
ditetapkan sebagai sumber utama hukum Islam. Kedudukan Al-Qur’an sebagai

sumber pertama dalam penetapan hukum menuntut setiap individu untuk

9 Nurcholish Madjid, Figh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik (Jakarta: Gaya Media Pratama,
2001), 273
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terlebih dahulu merujuk kepada Al-Qur’an dalam mencari jawaban atas suatu
permasalahan.

Jika ingin menggunakan sumber hukum lain, sumber tersebut harus sejalan
dengan petunjuk Al-Qur'an dan tidak boleh bertentangan dengan isinya.?
Dengan demikian, meskipun ada sumber hukum lain yang dapat diambil, tetap
harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an. Kebijakan
Al-Qur'an dalam menetapkan hukum mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut:
1) Memberikan kemudahan dan tidak menciptakan kesulitan.

2) Mengurangi tuntutan yang berat.
3) Menerapkan hukum secara bertahap.
4) Selaras dengan kemaslahatan umat manusia.

Dalam fikih siyasah maliyah, Al-Qur’an berperan sebagai sumber hukum,
terutama untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan keuangan dan
pendapatan negara. Salah satu contoh rujukan hukum dalam fikih siyasah
maliyah terdapat dalam Al-Qur’an, khususnya pada surat Al-Hasyr ayat 11 :

855 AT G sl AT (a 13588 01 g Y 03f5k 15886 G ) 5 4l
5430 g 20 5 28550 Al sh )5 1 10T 28 adlad 5 s (ia 24T
&3
Artinya : “Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang munafik?
Mereka berkata kepada saudara-saudaranya yang kufur di antara Ahlulkitab,
“Sungguh, jika kamu diusir, kami pasti akan keluar bersamamu dan kami
selamanya tidak akan patuh kepada siapa pun demi kamu. Jika kamu
diperangi, kami pasti menolongmu.” Allah bersaksi bahwa mereka benar-

benar para pendusta.”?!

b. Hadist

Kata ‘hadis’ atau ‘al-hadis’ dalam bahasa berasal dari istilah ‘al-jadid’
yang berarti ‘sesuatu yang baru’, berlawanan dengan ‘al-qadim’ yang berarti
‘sesuatu yang lama’. Istilah ini juga memiliki arti ‘al-khabar’ atau berita,

yaitu informasi yang disampaikan dari satu orang ke orang lain, dengan

20 H. Amir Syarifudin, Ushul Figh (Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2014), 194-195
2L Qur’an NU Online, Surah Al-Hasyr ayat 11. Diakses pada tanggal 29 Mei 2025
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bentuk jamak al-ahadist. Dalam konteks kebahasaan, kata hadist digunakan
baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadist itu sendiri. Beberapa sabda
Rasulullah SAW dapat ditemukan dalam hadist. Secara terminologis, terdapat
perbedaan pendapat di antara para ahli hadist dan ahli ushul mengenai
pengertian hadist.

Pada dasarnya, hadis Nabi berfungsi sebagai penjelas (bayan) terhadap
Al-Qur'an. Namun, interpretasi mengenai bayan ini dapat bervariasi antara
satu ulama dengan ulama lainnya, tergantung pada penjelasan dan ketentuan
yang terkandung dalam suatu ayat. Hadis pada hakikatnya memberikan
penjelasan terhadap apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an secara terbatas.
Fungsi utama hadis adalah menjelaskan hukum-hukum dalam Al-Qur'an agar
dapat diamalkan, karena pengamalan tersebut merupakan tujuan dari syariat.
Namun, pelaksanaan hukum Allah dalam bentuk tertentu memerlukan
penjelasan dari Nabi agar dapat dilaksanakan dengan benar.?? contoh hadist
yang bersangkutan dengan figih siyasah maliyahsebagai berikut :

“Orang yang bekerja untuk orang yang lemah dan orang orang miskin

alah sepertiorang yang jihat di jalan Allah, shalat dan puasa sepanjang

masa.” (HadistRiwayat Bukhari, Muslim dan Tirmidzi).

“siapa yang mengambil sebagian harta orang muslim tanpa haknya, dia

menemuiAllah Azza Wa Jalla yang dalam keadaan marah kepadanya.”

(Hadist RiwayatAhmad).

Hubungan antara hadis dan fikih siyasah maliyah bersifat integral dan
tidak dapat dipisahkan, layaknya dua sisi dari koin yang sama. Hal ini
dikarenakan fikih siyasah maliyah dapat dipahami sebagai ilmu yang
berkembang dari pemahaman terhadap hadis Nabi Saw.

3. Ruang lingkup siyasah maliyah
Ruang lingkup fikih siyasah maliyah mencakup kebijakan yang dirancang
untuk menyeimbangkan hubungan antara kelompok kaya dan miskin, sehingga
kesenjangan di antara keduanya tidak semakin melebar. Islammenekankan

perhatian yang besar terhadap fakir dan miskin. Kepedulian ini seharusnya

22 Tashih, "Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam," Jurnal AL-FIKR 3 (2010):
332.
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menjadi fokus para penguasa atau pemimpin agar masyarakat terlindungi dari
kemiskinan dan terhindar dari tekanan ekonomi. Dalam upaya memakmurkan
kehidupan di dunia, Al-Qur'an menyebutkan hal ini dalam Surah Hud ayat 61
sebagai berikut :

G (KL 36 35 4l s J G ) e o5 06 Al A 338 s

2
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Artinya : Kepada (kaum) Samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia

berkata, “Wahai kaumku, sembahlah Allah! Sekali-kali tidak ada tuhan bagimu

selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu

pemakmurnya. Oleh karena itu, mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian

bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat lagi Maha
Memperkenankan (doa hamba-Nya).

Di dalam Islamkonsep pajak sudah ada sejak lama, dalam istilah bahasa arab
terdapat kata }..&J\ (Al-Usyru) atau &Sﬂ‘ (Al-Maksu) atau bisa jugadisebut

:\-:*;),u(Adh-Dharibah). Artinya adalah pungutan yang diambil dari masyarakat

oleh para petugas pajak. Dalam beberapa kondisi, istilah ini juga dapat disebut
sebagai al-Kharaj (’cbij‘), meskipun al-Kharaj umumnya digunakan secara khusus
untuk menunjuk pungutan yang berkaitan dengan tanah. Sementara itu, orang
yang bertugas melakukan pungutan ini dikenal dengan sebutan Shahibul Maks
(uRallislin) atau al-* Assyar (Hall).

Menurut para ahli bahasa, pajak dapat diartikan sebagai: sejumlah
pembayaran yang diberikan kepada pemerintah guna membiayai berbagai
pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan layanan yang diperuntukkan bagi
kepentingan masyarakat umum. Dalam Islam, keharaman pajak telah dijelaskan
melalui dalil-dalil yang tegas, baik yang bersifat umum maupun yang secara
khusus membahas tentang pajak itu sendiri.Salah satu dalil umum dapat

ditemukan, misalnya, dalam firman Allah.
il &5 &0 50 15 ¥ 1 il Gl G G

Artinya :Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta

sesamamu dengan cara yang batil....(An-Nisa/4 : 29)
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Dalam ayat tersebut, Allah SWT secara tegas melarang hamba-Nya untuk
saling memakan harta satu sama lain dengan cara yang tidak sah dan melanggar
hak. Larangan ini mencakup segala bentuk perolehan harta yang bersumber dari
paksaan, penipuan, penindasan, ataupun kebijakan yang dipaksakan tanpa
persetujuan dan keadilan. Pajak sebagaimana dipraktikkan secara umum dapat
digolongkan ke dalam cara yang batil untuk mengambil sebagian kekayaan
masyarakat, karena ia memaksa warga menyerahkan sebagian hartanya kepada
pemerintah tanpa adanya pilihan dan kompensasi yang benar-benar seimbang.
Dengan demikian, penerapan pajak yang dipaksakan tanpa prinsip keadilan dan
kemaslahatan yang jelas sejalan dengan peringatan Ilahi agar umat tidak berusaha
meraih keuntungan dengan menzalimi sesamanya.

4. Prinsip siyasah maliyah
Tiga prinsip utama dalam fikih siyasah maliyah yang sejalan dengan kaidah-
kaidah yang terdapat dalam Al-Qur’an dan hadits, di antaranya yaitu:
a. Prinsip Tahwid dan Istimar
Prinsip ini didasarkan pada keyakinan bahwa hanya Allah yang
menciptakan alam semesta dan telah menyiapkannya bagi manusia sebagai
tempat tinggal. Prinsip ini menekankan bahwa hubungan manusia dengan
Allah sejajar dengan hubungan antar sesama manusia. Dengan demikian, setiap
aktivitas ekonomi dipandang sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT.
Tujuan berusaha dalam Islamtidak semata-mata untuk memperoleh keuntungan
materi atau kepuasan duniawi, tetapi juga untuk memastikan kemaslahatan
dalam kehidupan bermasyarakat.??
b. Prinsip Distribusi Rizki
Prinsip distribusi rezeki berpandangan bahwa harta kekayaan yang
diperoleh manusia merupakan rezeki yang diberikan oleh Allah SWT. Harta
menjadi salah satu sarana penting dalam menunjang kehidupan manusia. Islam

menekankan bahwa harta bukan semata-mata tujuan akhir, melainkan alat

23 Masruroh, Gagasan Hukum Pemungutan Pajak Penghasilan bagi YouTuber Perspektif Figh
Siyasah Maliyah (Doctoral diss., Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021). 51
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untuk meraih kesuksesan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap usaha
yang dilakukan seharusnya berorientasi pada pencapaian ridha Allah SWT.?*
Prinsip Mendahulukan Kemaslahatan Umat

Prinsip ketiga dalam Figh Siyasah Maliyah menyatakan bahwa harta
kekayaan pada dasarnya adalah milik Allah SWT. Harta yang diperoleh
manusia hanyalah titipan yang seharusnya dimanfaatkan untuk kemaslahatan
dunia dan akhirat. Oleh karena itu, harta yang dimiliki wajib didistribusikan
kepada mereka yang membutuhkan. Prinsip ini juga menolak praktik
penumpukan kekayaan serta melarang penggunaan harta untuk hal-hal yang
tidak dibenarkan atau di jalan yang batil.

Prinsip ini secara tegas menekankan pentingnya perhatian terhadap
kebutuhan masyarakat, dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak setiap
individu. Dalam penerapannya, prinsip ini juga menekankan perlunya
mengutamakan kepentingan umat secara keseluruhan.lbnu Taimiyah dalam
karyanya Al-Siyasah menguraikan dengan jelas konsep pemasukan dan
pendistribusian keuangan negara. la menjelaskan bahwa sumber-sumber
keuangan negara mencakup zakat, ghanimah, dan fa’i. Pengelolaan keuangan
negara menurutnya harus didasarkan pada skala prioritas yang bertujuan untuk
mewujudkan kemaslahatan umum. Sementara itu, Al-Mawardi berpendapat
bahwa bentuk pemasukan keuangan negara sangat beragam dan tidak terbatas
pada satu jenis sumber saja.®

Al-Mawardi dalam Al-Ahkam as-Sultaniyyah menjelaskan bahwa pajak

merupakan instrumen penting yang dibolehkan dalam syariat selama memenubhi

prinsip keadilan dan kemaslahatan. la menegaskan bahwa pemungutan pajak hanya

dapat dilakukan jika memiliki dasar kebutuhan negara yang jelas serta tidak

menimbulkan beban berlebihan bagi masyarakat. Dalam pandangannya, pajak seperti

kharaj dan ‘ushr adalah bentuk kontribusi masyarakat kepada negara, tetapi negara

juga berkewajiban menjaga agar pelaksanaan pajak tersebut selaras dengan

kemampuan rakyat. Karena itu, bagi Al-Mawardi, pemerintah tidak hanya mengatur

24 1bid, 52
% 1bid, 53
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mekanisme pemungutan, tetapi juga harus memastikan bahwa kebijakan pajak
dijalankan secara amanah dan tidak menyimpang dari tujuan kesejahteraan publik.

Prinsip keadilan yang ditegaskan Al-Mawardi bukan sekadar aturan formal,
tetapi juga menyangkut etika dalam tata kelola pemerintahan. la menyatakan bahwa
pajak yang ditetapkan tanpa perhitungan yang proporsional akan merusak tatanan
sosial dan kepercayaan masyarakat. Oleh sebab itu, penetapan pajak harus dilakukan
secara transparan agar rakyat memahami dasar perhitungannya. Ketika pemerintah
tidak menjalankan prinsip-prinsip tersebut, maka kebijakan pajak berpotensi
menimbulkan ketidakpuasan dan menurunkan legitimasi pemerintah. Dengan
demikian, bagi Al-Mawardi, keberhasilan pajak sangat bergantung pada sejauh mana
pemerintah menjaga keadilan prosedural maupun substansial.

Pandangan Ibn Khaldun dalam Mugaddimah memperluas pemahaman
tentang hubungan antara pajak dan stabilitas negara. la menjelaskan bahwa negara
yang menetapkan pajak secara moderat akan mendapatkan dukungan masyarakat,
sehingga aktivitas ekonomi dapat berkembang secara sehat. Namun, jika pajak
ditetapkan terlalu tinggi atau tidak sesuai dengan kemampuan rakyat, maka hal ini
akan menurunkan semangat bekerja, menghambat produktivitas, dan menggerus
sumber pemasukan negara secara keseluruhan. Baginya, pajak yang baik adalah
pajak yang ditetapkan dengan memperhatikan dinamika sosial dan kondisi ekonomi
masyarakat agar tujuan fiskal dapat tercapai tanpa menimbulkan kerusakan sosial.

Lebih lanjut, Ibn Khaldun menegaskan bahwa ketidakadilan dalam penetapan
pajak bukan hanya memengaruhi aspek ekonomi, tetapi juga berdampak pada
legitimasi pemerintah. Ketika rakyat merasa terbebani oleh kebijakan fiskal yang
tidak proporsional atau tidak transparan, maka kepercayaan kepada pemerintah akan
menurun. la menggambarkan bahwa negara yang mengabaikan prinsip
keseimbangan dalam menagih pajak akan mengalami kemunduran secara bertahap.
Oleh karena itu, Ibn Khaldun mendorong agar setiap kebijakan fiskal
mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan tidak disusun semata-mata untuk

mengejar peningkatan pendapatan negara.

26 Nanang Sobarna, Yadi Janwari, dan Dedah Jubaedah, “Sumber Pendapatan Negara Menurut Al-
Mawardi: Analisis Konseptual dan Relevansinya dalam Sistem Ekonomi Syariah Modern,” (2024), him.
15.
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Jika dikaitkan dengan pelaksanaan BPHTB dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024, pandangan Al-Mawardi dan Ibn
Khaldun memberikan kerangka penting untuk menilai keadilan dan efektivitas
kebijakan pajak. Ketidaksesuaian perhitungan BPHTB atau penetapan nilai secara
sepihak berpotensi melanggar prinsip yang ditekankan kedua tokoh tersebut, karena
dapat menimbulkan beban yang tidak tepat sasaran dan mengurangi kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah. Dengan memahami prinsip-prinsip pemikiran
klasik ini, dapat terlihat bahwa implementasi BPHTB membutuhkan transparansi,
proporsionalitas, dan kesesuaian dengan ketentuan normatif agar tidak hanya

memenuhi kebutuhan fiskal, tetapi juga menjaga keadilan dan stabilitas sosial.
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BAB Il1
GAMBARAN UMUM

Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu dari sepuluh kabupaten yang
berada di wilayah administratif Provinsi Bengkulu. Kabupaten ini memiliki
kedudukan strategis, baik secara geografis maupun kultural. Penetapan kota Curup
sebagai ibu kota Kabupaten Rejang Lebong dilakukan pada tahun 1956 melalui
Undang-Undang, menjadikannya pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi di
wilayah tersebut. Curup sendiri saat itu masih berbentuk pasar tradisional atau
disebut "pekan Curup”, dan belum berkembang sebagai kota seperti sekarang.
Sebelum pemekaran wilayah, Rejang Lebong merupakan bagian dari Provinsi
Sumatera Selatan dan mengalami beberapa kali perubahan administratif hingga
memiliki status otonom sebagai kabupaten. Julukan "daerah pariwisata™ disematkan
karena potensi wisata alam dan budaya yang dimiliki, seperti keindahan alam
pegunungan, air terjun, dan keberagaman tradisi masyarakat Rejang.

Secara historis, Kabupaten Rejang Lebong memiliki latar belakang yang panjang
dalam proses pembentukannya. Pada masa kolonial, wilayah Bengkulu pernah
dijajah oleh Inggris dan Belanda. Namun, masyarakat Rejang yang tinggal di wilayah
pegunungan dan pedalaman memiliki keunggulan geografis sehingga relatif terhindar
dari dominasi langsung penjajahan. Akses yang sulit menuju daerah pedalaman
menyebabkan penjajah kesulitan menjangkau wilayah tersebut secara penuh. Hal ini
berkontribusi terhadap kuatnya identitas dan budaya lokal masyarakat Rejang hingga
saat ini. Seiring perkembangan zaman dan kebijakan desentralisasi, Kabupaten
Rejang Lebong terus berkembang dalam bidang pemerintahan, infrastruktur,
pendidikan, dan ekonomi, menjadikannya salah satu wilayah penting di Provinsi
Bengkulu.

Pada tahun 1838, pemerintah kolonial Belanda mengirim pasukan militer ke
wilayah Rejang sebagai respons atas kematian Asisten Residen Bogearl, yang
memicu perlawanan masyarakat setempat. Perundingan diadakan dengan Depati
Tiang Empat pada tahun 1856, di mana Depati Tiang Empat menyatakan
kesediaannya untuk tunduk kepada Belanda dengan syarat bahwa adat istiadat dan

pustaka tradisional tidak boleh dirusak. Setelah perundingan, Rejang Lebong
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dimasukkan ke dalam Karesidenan Palembang dan berada di bawah kekuasaan
Belanda hingga tahun 1942. Selama masa penjajahan, Belanda mengeksploitasi
kekayaan alam daerah ini, termasuk membuka tambang emas di Lebong.

Setelah Jepang mengambil alih kekuasaan pada tahun 1942, masyarakat Rejang
Lebong mengalami penderitaan yang mendalam. Meskipun para pemimpin dan
pejuang lokal berusaha melawan, keterbatasan persenjataan membuat mereka tidak
mampu menahan laju pasukan Jepang. Pada tanggal 2 Januari 1946, maklumat
perdamaian dikeluarkan oleh Residen Ir. Indra Caya dan pemimpin lokal. Perjuangan
rakyat Rejang Lebong berlanjut hingga agresi militer Belanda pada tahun 1948-1949.
Sebagai penghargaan terhadap perjuangan masyarakat, dibangun Monumen
Perjuangan Tabarena di Kecamatan Bermani Ulu, yang menjadi simbol perlawanan
masyarakat Rejang Lebong terhadap penjajah, bersama dengan Taman Makam
Pahlawan dan Jembatan Tabarenah yang pernah diledakkan oleh pejuang untuk
menghambat pasukan Jepang.

1. Aspek Geografis
Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu daerah di Provinsi Bengkulu
dengan luas wilayah sekitar 1.515,76 km? dan jumlah penduduk kurang lebih
257.498 jiwa. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Curup Kota yang terletak
pada ketinggian 600-700 meter di atas permukaan laut. Kondisi geografisnya
yang sejuk dan subur memberikan potensi besar dalam sektor pertanian dan
perkebunan. Selain itu, bentang alam berupa pegunungan dan lembah menjadikan
Rejang Lebong memiliki daya tarik wisata yang tinggi.
2. Aspek Topografi
Secara topografi, Kabupaten Rejang Lebong merupakan wilayah berbukit di
dataran tinggi Pegunungan Bukit Barisan dengan ketinggian antara 100 hingga
1.000 meter di atas permukaan laut. Kondisi fisiknya meliputi kemiringan lahan
dari datar hingga bergelombang; jenis tanah yang ada antara lain Andosol,
Regosol, Podsolik, Latosol, dan Aluvial; serta tekstur tanah berupa sedang,
lempung, dan sedikit berpasir, dengan pH berkisar 4,5-7,5. Kedalaman efektif
tanah umumnya antara 60 hingga lebih dari 90 cm, meskipun beberapa area

mengalami erosi ringan dengan tingkat pengikisan 0—10%.
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Topografi Kabupaten Rejang Lebong yang berbukit dan bergelombang
memberikan potensi besar bagi pengembangan pariwisata. Beberapa objek wisata
yang telah dikembangkan antara lain Danau Mas Harun Bastari, Bukit Kaba,
Danau Talang Kering, dan Suban Air Panas. Selain itu, masih terdapat banyak
potensi wisata yang belum digarap, seperti Air Terjun Kepala Curup dan Air
Terjun Curup Embun, yang belum tersentuh pembangunan akibat keterbatasan
dana, sarana, dan prasarana penunjang pariwisata. Kondisi ini menuntut adanya
terobosan untuk menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rejang
Lebong agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi
wisata.

. Kecamatan yang ada di Kabupaten Rejang Lebong

Kabupaten Rejang Lebong terbagi menjadi 15 kecamatan, 34 kelurahan, dan
122 desa, dengan total luas wilayah sekitar 1.639,98 km? dan jumlah penduduk
sekitar 275.640 jiwa. Berikut ini adalah daftar kecamatan, kelurahan, dan desa
yang terdapat di Kabupaten Rejang Lebong:

a. Kecamatan Curup

Terdiri dari kelurahan; Adirejo, Air Putih Lama, Air Rambai, Dwi Tunggal,

Jalan Baru, Pasar Baru, PasarTengah, Talang Benih, Timbul Rejo
b. Kecamatan Curup Selatan

kelurahan Air Putih Baru, Tempel Rejo, terdiri dari beberapa desa yaitu;Air

Lanang, Desa Teladan, Lubuk Ubar, Pungguk Lalang, Rimbo Recap, Suka

Marga, Tanjung Dalam, Turan Baru, Watas Marga
c. Kecamatan Curup Tengah

Terdiri dari beberapa Kelurahan; Air Bang, Batu Galing, Kampung

Banyumas, Kampung Jawa, Kepala Siring, Pelabuhan Baru, Sidorejo, Talang

Rimbo Baru, Talang Rimbo Lama, Desa Air Merah
d. Kecamatan Curup Utara

Kelurahan; Dusun Curup, Tunas Harapan, terdiri dari beberapa desa yaitu;

Batu Dewa, Batu Panco, Dusun Sawah, Kota Pagu, Lubuk Kembang, Perbo,

Pahlawan, Seguring Suka Datang, Tabarenah, Tanjung Beringin, Tasik

Malaya

e. Kecamatan Curup Timur
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Kelurahan; Talang Ulu, Kesambe Baru, Sukaraja, Karang Anyar, Kampung
Delima, terdiri dari beberapa desa; Air Meles Bawah, Duku Ilir, Duku Ulu,
Kesambe Lama

Kecamatan Kota Padang

Kelurahan Kota Padang terdiri dari beberapa desa; Bedeng SS, Derati, Durian
Mas, Dusun Baru, Kota Padang Baru, Lubuk Mumpo, Sukarami, Taba Anyar,
Tanjung Gelang;

Kecamatan Biduriang

Desa Air Apo, Simpang Beliti, Kampung Jeruk, Kepala Curup, Taba Padang
Kecamatan Padang Ulak Tanding

Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, terdiri dari beberapa desa yaitu; Air
Kati, Belumai I, Belumai Il, Bukit Batu, Guru Agung, Karang Baru, Kasie
Kasubun, Muara Telita, Taba Tinggi, Taktoi, Tanjung Sanai I, Tanjung Sanai
I1, Ujan Panas, Ulak Tanding

Kecamatan Sidang Beliti Ilir

Desa Balai Buntar, Lubuk Belimbing I, Lubuk Belimbing II, Lubuk Bingin
Baru, Lubuk Tanjung, Merantau, Periang, Sari Pulau, Suka Karya, Suka
Merindu;

Kecamatan Sidang Beliti Ulu

Terdiri dari Desa Air Nau, Apur, Jabi, Karang Pinang, Lawang Agung, Lubuk
Alai, Pengambang, Tanjung Agung, Tanjung Heran

Kecamatan Sindang Kelingi

Desa Air Dingin, Belitar Muka, Belitar Seberang, Beringin Tiga, Cahaya Negeri,
Kayu Manis, Pelalo, Sindang Jati, Sindang Jaya, Tanjung Aur;

Kecamatan Sindang Dataran

Terdiri dari Desa Air Rusa, Bengko, IV Suku Menanti, Sinar Gunung, Talang
Belitar, Warung Pojok;

. Kecamatan Selupu Rejang

Kelurahan Cawang Baru, Simpang Nangka, terdiri dari beberapa desa yaitu; Air
Duku, Air Meles Atas, Air Putih Kali Bandung, Cawang Lama, Kali Padang,
Kampung Baru, Karang Jaya, Kayu Manis, Mojorejo, Sambirejo, Suban Ayam,

Sumber Bening, Sumber Urip, Talang Lahat; n. Kecamatan Bermani
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n.

Kecamatan Bermani Ulu Raya

Terdiri dari desa Air Bening, Babakan Baru, Bandung Marga, Bangun Jaya,
Dataran Tapus, Pal seratus, Pal tujuh, Pal Delapan, Sumberejo Transad, Tebat
Tenong Luar;

Kecamatan Bermani ulu

Terdiri dari desa Air Mundu, Air Pikat, Baru Manis, Kampung Melayu, Kampung
Sajad, Pagar Gunung, Purwodadi, Selamat Sudiarjo, Sentral Baru, Suka Rami,

Tebat Pulau, Tebat Tenong Dalam.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 01 Tahun

2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Implementasi mengenai Peraturan Daerah adalah hal yang harus
diperhatikan dan dilaksanakan sesuai dengan amanat perundang-undangan. Setiap
daerah telah memiliki Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pajak dan retribusi
daerah, yang merupakan bagian dari kewenangan otonomi daerah. Pemerintah daerah
dituntut untuk menjalankan fungsinya secara optimal sekaligus berupaya
meningkatkan penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di
antara sumber pendapatan daerah, Kabupaten Rejang Lebong memiliki kontribusi
PAD yang cukup besar dari sektor pajak daerah. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
bangunan menjadi bagian dari pajak daerah yang turut memberikan sumbangsih
terhadap PAD. Dalam penelitian ini ditemukan beberapa data serta informasi terkait
dengan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun
2024 mengatur mengenai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB). Pasal ini menyatakan bahwa dasar perhitungan BPHTB adalah
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yang menjadi acuan dalam menentukan pajak yang
harus dibayarkan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Sebagai ilustrasi,
jika NJOP kurang dari Rp 80.000.000, maka BPHTB tidak dikenakan. Sebaliknya,
jika NJOP dari transaksi jual beli melebihi Rp 80.000.000, tarif BPHTB yang berlaku
adalah 5%. Contohnya, apabila NJOP jual beli mencapai Rp 100.000.000, maka
BPHTB yang harus dibayarkan adalah 5% dari jumlah tersebut, yaitu Rp 5.000.000.

Besaran NJOP ini juga dipengaruhi oleh letak objek pajak berada,
semisalnya untuk objek pajak yang berada di perkotaan dan di pelosok desa beda
besaran NJOP wilayahnya, bahkan ada perbedaan antara nilai objek pajak yang
berada di pinggir jalan besar dengan yang berada di dalam lorong. Agar lebih jelas,
berikut adalah beberapa contoh peta zona nilai tanah yang menunjukkan bagaimana

wilayah dibagi berdasarkan perbedaan nilai tanahnya :
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PETA ZONA NILAI TANAH
CURUP SELATAN
TELADAN

[HEEEEBERH

Gambar 1.1 Peta Zona Nilai Tanah Desa Teladan

Wilayah ini didominasi oleh kawasan perkotaan dengan tingkat
kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Aktivitas masyarakat di wilayah ini
cenderung padat karena adanya pusat-pusat ekonomi dan sosial yang menjadi daya
tarik utama bagi warga sekitar. Pada peta, bagian tengah hingga barat ditandai
dengan warna oranye hingga merah yang menunjukkan nilai tanah tinggi. Hal ini
mengindikasikan bahwa kawasan tersebut merupakan pusat kegiatan ekonomi,
perdagangan, serta memiliki akses yang strategis terhadap jalan utama dan fasilitas
publik lainnya.

Sementara itu, bagian timur dan selatan wilayah ini terlihat didominasi
oleh warna kuning hingga hijau muda yang mencerminkan nilai tanah sjedang hingga
rendah. Area tersebut umumnya berupa permukiman dengan kepadatan sedang serta
lahan-lahan pertanian pinggiran yang masih cukup luas. Pola ini menunjukkan
adanya perbedaan nilai tanah yang cukup signifikan antara kawasan inti perkotaan
dan daerah penyangganya, yang dipengaruhi oleh intensitas aktivitas ekonomi serta

ketersediaan infrastruktur di masing-masing zona.!

'Data diambil dari Kantor Notaris Yuli Maria, tanggal 11 September 2025
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PETA ZONA NILAI TANAH
CURUP TIMUR
AIR MELES BAWAH

Gambar 1.2 Peta Zona Nilai Tanah Air Meles Bawah

Wilayah Curup Timur memperlihatkan pola nilai tanah yang cenderung
tinggi di bagian barat, mendekati pusat kota Curup, dan menurun ke arah timur.
Warna kuning tua hingga oranye di bagian barat menunjukkan area yang
berkembang pesat secara ekonomi, sementara warna hijau di bagian timur
menggambarkan kawasan dengan aktivitas ekonomi rendah, seperti lahan kosong
atau pertanian.?

PETA ZONA NILAI TANAH
CURUP UTARA
DUSUN CURUP

Gambar 1.3 Peta Zona Nilai Tanah Dusun Curup
Pada peta ini terlihat konsentrasi warna merah dan oranye di bagian
tengah, menandakan nilai tanah tinggi di sekitar kawasan Dusun Curup yang menjadi

jalur strategis atau area padat aktivitas. Sementara area hijau muda dan hijau tua di

2 Data diambil dari Kantor Notaris Yuli Maria, tanggal 11 September 2025
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bagian utara dan selatan menunjukkan zona dengan nilai tanah rendah, umumnya
berupa area perdesaan atau lahan terbuka.®

Peta Zona Nilai Tanah (ZNT) merupakan peta tematik yang
menggambarkan variasi nilai tanah berdasarkan zona atau wilayah tertentu di dalam
suatu daerah administrasi. Peta ini disusun oleh Kantor Pertanahan Kabupaten
Rejang Lebong sebagai acuan dalam penilaian dan perhitungan pajak, khususnya Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB).Setiap zona pada peta memiliki nilai tanah berbeda yang ditunjukkan melalui
gradasi warna, di mana semakin gelap atau pekat warnanya, menandakan semakin
tinggi nilai tanah di wilayah tersebut.

Secara normatif, ketentuan ini sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi,
yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sebelumnya, ketentuan ini juga
mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, yang menjadi dasar bagi penyusunan peraturan-peraturan turunan
terkait.

Dalam Pasal 10 Perda ini, nilai perolehan objek pajak ditetapkan melalui
dua pendekatan utama. Pertama, berdasarkan harga transaksi sebenarnya yang
tercatat dalam akta atau dokumen perolehan hak yang ditandatangani oleh pihak-
pihak terkait. Kedua, menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dari PBB tahun
berjalan, jika harga transaksi tidak diketahui atau dianggap tidak wajar.

Dengan demikian, peraturan ini pada prinsipnya memberikan kepastian
hukum bahwa jika terdapat harga transaksi, maka itulah yang menjadi dasar
pengenaan pajak, sedangkan NJOP hanya digunakan sebagai dasar alternatif jika
tidak tersedia nilai transaksi yang wajar atau dapat dipertanggung jawabkan. Pasal ini
juga mengandung prinsip memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk
melaporkan dan menyatakan sendiri nilai perolehan objek pajaknya berdasarkan
transaksi nyata. Oleh karena itu, pemerintah daerah seharusnya menghormati dan

memfasilitasi nilai yang tercantum dalam akta resmi, yang telah melalui proses

% Data diambil dari Kantor Notaris Yuli Maria, tanggal 11 September 2025
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hukum dan disahkan oleh pejabat berwenang, seperti notaris atau Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT).

Namun dalam praktiknya, sebagaimana akan diuraikan pada bagian
selanjutnya, ketentuan normatif tersebut belum sepenuhnya terimplementasi secara
optimal. Dalam beberapa kasus, penetapan nilai perolehan objek pajak dilakukan
dengan menggunakan perkiraan harga pasar yang tidak selalu sejalan dengan nilai
transaksi aktual maupun NJOP dalam PBB. Keadaan ini menunjukkan adanya
ketidaksinkronan antara ketentuan yang diatur secara normatif dengan
pelaksanaannya di lapangan.

Kondisi tersebut dapat dilihat secara lebih jelas melalui dokumen yang
peneliti peroleh selama proses pengumpulan data di lapangan. Dokumen-dokumen
berikut menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara nilai transaksi aktual dan nilai
yang digunakan dalam perhitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB), sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG lerws Perolchan
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Gl Junt Sob
SURAT SETORAN PALAK DAERAM
SO OOL DOOBER PEROLESAN HAK ATAS TANAM DAN BANGUNAN
s oSG 10 oK 9 01 DR T 1S OSSRD - BPWTE )
P g LI SR -
A 1 Neme BoEBII® = L SSTARAN i amre Bt cssmahens S5 I35 1
2 NFwP
3 Alamat W Pask
4. No. TP _
S5 KeurahanvDesa R 6 RT/RW 00271 7. Kecamatan CURUP SELATAN
8 Kabupaten/Kols : R 9 Kocke Pos 0
8. 1 Nomor Obtyok Pajak (NOF) PSS . Mama Wagih Paak Lama _
2. Letak tanah dan atauw bangunan Nama WP sesusi Serafikat _
3 Kelurahan/Desa 2 4 RI/RW ¢ QOO0
S Kecamatan e 6 Cabupaten/Eota : REIANG LEFONG
Penghitungan NOOP
Uraian Luas NIOP PES s’ Lusas x NIOP PBB /i’
Tanah / Bums 7. S e Rp. 27000 i o 15228 000
Bangunan 5 200 -’ o e 365 000 02 =p 105 300 000
NaOP PES D3 e 124728 000
Harga Transaks / Nl Pasae 14 o 222 300000
15 Jenis perolchan hak atas tanah atau Bangunan 01. Just Beli
16. Nomoe sertifitat tanah 07.01 000005750
C. Perhitungan BPHTE
Nl Perolehan Otgek Pagpk (INPOP) memperhatdan ndai pada 813 dan 818 8 Rp 222 300000
Nix Perciehan Objek Pajak Tadak Kena Pajak (NPOPTKP) 2 Rp 80 000 000
Nl Perciehan Objek Pajak Kena Pajak(NPOPKP) argha 1. engha 2 3 Rp 142 300000
Bea Perciehan atas Hak Tanah dan Bangunan yang terutang 5% angha 3 a e 7115000
APHE O 5. Rp o
Bes Perciehan atas Hak Tanah dan Bangunan yang harus dibayar 6 Rp 7 115000
Dengan Argha o 7115000
(Cengan hunet) [ TUMS JUTA STRATUS LIVAA BELAS RISU SLPIAH
O. Jumish S Becdasarkan
Perhaungan Wagd Pasak
b. STPO BPHTE/SKPDKE/SKPOEXET Nomoe Tangoal
. Pengurangan menjads 0% Sedasarkan peraturan XDH No -
d.

Gambar 1.4 Surat Setoran pajak BPHTB
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Berdasarkan berkas perhitungan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
(BPHTB) pada Gambar 1.1, terlihat bahwa nilai perolehan objek pajak (NPOP)
ditetapkan sebesar Rp222.300.000,00. Nilai ini dicantumkan pada bagian Harga
Transaksi / Nilai Pasar yang selanjutnya digunakan sebagai dasar perhitungan
BPHTB terutang. Dalam dokumen tersebut juga tercantum nilai jual objek pajak
(NJOP) tanah dengan luas 600 m? dan nilai jual objek pajak (NJOP) bangunan
dengan luas 27 m?, disertai nilai dasar per meter persegi yang menghasilkan total
nilai jual objek pajak (NJOP) ini sebesar Rp.159.228.000,00. Namun demikian, nilai
jual objek pajak (NJOP) ini tidak digunakan sebagai dasar dalam penetapan nilai
perolehan objek pajak (NPOP), karena nilai perolehan objek pajak (NPOP)
didasarkan pada angka Rp.222.300.000,00 yang disebut sebagai harga pasar.*

Penetapan angka tersebut menarik untuk dicermati karena dokumen ini tidak
mencantumkan penjelasan mengenai metode penilaian, sumber data, ataupun dasar
perhitungan yang digunakan untuk memperoleh nilai harga pasar tersebut.
Ketidakjelasan ini menjadi penting mengingat ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah
Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 mengatur bahwa penetapan nilai
perolehan objek pajak (NPOP) seharusnya mempertimbangkan nilai transaksi riil
yang terjadi. Dengan demikian, keberadaan angka Rp.222.300.000,00 pada dokumen
bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) ini menunjukkan bahwa
terdapat indikasi penggunaan pendekatan nilai pasar atau estimasi internal instansi,
yang tidak dijelaskan secara terperinci dalam dokumen.

Besarnya nilai perolehan objek pajak (NPOP) ini berpengaruh langsung
terhadap jumlah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang harus
dibayar oleh wajib pajak, yaitu sebesar Rp.7.115.000,00. Jika penetapan nilai
tersebut tidak didasarkan pada transaksi aktual, maka hal ini dapat menimbulkan
potensi perbedaan persepsi antara wajib pajak dan instansi pemungut, serta
memunculkan kesan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara norma hukum dan

praktik administrasi perpajakan di lapangan.

4 Data pada gambar diambil dari Dokumen Perhitungan BPHTB yang dikeluarkan olen Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Rejang Lebong, 2024.
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SURAT PERNYATAAN
JUAL BELI TANAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Pihak Pertama (Penjual)

Nama

Umur |

Alamat L
Kecamatan Curup Sclatan Kabupsten Rejang Lebong

Menjual sehidang tansh terletak di gang Kamboja Desa Rimbo Recap Kecamatan Curup

Selatan Kabupaten Rejung Lebong kepada

Pihak Kedua (Pembeli)
Nama 4|

Umur H
Alamat e .
Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong

Bahwa benar yang bersangkutan distas sebagai pihak kedua telah membeli sebidang tanah
terletak di Rimbo Recap Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong seluss 600 M
dari pihak pertama seharga Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) pada hari Jumat tanggal
03 Sepsember 2010,

Demikian surat pemyataan ini kami sepakati bersama dan dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Rimbo Recap, 09 Juli 2024

Pihak Pertama
- ihak Pertama Pitak Kecon

Gambar 1.5 Surat Pernyataan Jual Beli Tanah

Gambar 4.2 menunjukkan surat pernyataan jual beli tanah yang
ditandatangani oleh para pihak pada tanggal 09 Juli 2024. Dalam dokumen tersebut
dinyatakan bahwa objek tanah yang berlokasi di Rimbo Recap dengan luas 600 m?2
dijual dengan harga sebesar Rp30.000.000,00. Nilai ini merupakan nilai transaksi
aktual yang disepakati antara penjual dan pembeli serta merupakan harga riil yang
menjadi bagian dari kesepakatan perdata mereka.®

Nilai transaksi sebesar Rp30.000.000,00 tersebut memiliki kedudukan
hukum yang kuat karena dicantumkan secara tertulis dalam dokumen pernyataan jual
beli yang ditandatangani kedua belah pihak dan disaksikan dengan materai, sehingga
secara keperdataan dapat dianggap valid sebagai bukti harga riil. Dibandingkan
dengan nilai NPOP yang digunakan dalam perhitungan BPHTB (Rp222.300.000,00),
terlihat adanya selisih yang sangat signifikan. Selisih ini tidak hanya menunjukkan

adanya perbedaan metode penilaian, tetapi juga berpotensi menimbulkan interpretasi

>Data pada gambar diambil dari Dokumen Perhitungan BPHTB yang dikeluarkan oleh Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Rejang Lebong, 2024,
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bahwa nilai perolehan dalam perhitungan BPHTB tidak mengacu pada transaksi
aktual sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan normatif.

Dalam konteks implementasi pajak daerah, kesenjangan antara nilai
transaksi riil sebesar Rp30.000.000,00 dan nilai yang digunakan dalam perhitungan
BPHTB sebesar Rp222.300.000,00 menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan
oleh aparat pemungut pajak belum mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian
hukum dalam perpajakan. Perbedaan yang sangat jauh ini menjadi relevan karena
berpengaruh langsung terhadap beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak.

Dari perbandingan kedua dokumen tersebut, terlihat bahwa nilai perolehan
objek pajak yang digunakan oleh instansi pemungut BPHTB tidak selaras dengan
nilai transaksi aktual yang ditetapkan oleh para pihak dalam proses jual beli.
Perbedaan mencolok antara nilai transaksi sebesar Rp30.000.000,00 dan nilai pasar
sebesar Rp222.300.000,00 yang dijadikan dasar BPHTB menunjukkan adanya
ketidakharmonisan antara ketentuan normatif dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 dengan implementasinya di lapangan. Temuan
ini memberikan landasan empiris bahwa penetapan NPOP dalam beberapa kasus
tidak didasarkan pada nilai aktual sebagaimana diamanatkan undang-undang,
sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi wajib pajak

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari para informan sebagai data
tambahan, terdapat sejumlah temuan yang menunjukkan bahwa pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya terkait Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB), belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ketidaksesuaian tersebut tercermin melalui beberapa aspek berikut :

1. Lemahnya pengawasan terhadap implementasi peraturan daerah, sehingga
evaluasi terhadap pelaksanaan perda belum berjalan secara optimal.

Dalam fungsi pengawasan pada peraturan daerah kabupaten Rejang Lebong

Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada dasarnya
sama dengan penerapan perda lainya, yang mana dalam penerapan dan
pelaksanaan peraturan yang telah ditetapkan dan disahkan, idealnya dapat

diimplementasikan secara maksimal di tengah masyarakat sesuai dengan arah
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kebijakan yang berlaku. Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai
rencana atau tidaknya, haruslah dilakukan pengawasan yang berkelanjutan. Proses
pelaksanaan itu harus sesuai dengan rancangan yang telah ditentukan, sehingga
memungkinkan adanya evaluasi guna menilai tingkat keberhasilan atau
kekurangan yang muncul. Hal ini penting supaya pelaksanaan perda yang telah
ada dapat terus disempurnakan demi mencapai hasil yang optimal. Selain itu,
ketepatan waktu dalam penerapan kebijakan juga menjadi faktor penting yang
mendukung tercapainya tujuan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak DPRD Kabupaten Rejang
Lebong, dijelaskan bahwa:

“Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kapasitas anggota dewan
terkait fungsi pengawasan, telah dilakukan beberapa upaya. DPRD bersama
Sekretariat DPRD mengikutsertakan anggota dewan dan staf terutama dari bagian
hukum dan persidangan dalam kegiatan bimbingan teknis, workshop, seminar,
maupun studi banding. Kegiatan ini dimaksudkan agar setiap anggota dewan dan
bagian lain lebih memahami tugas dan kewenangan dalam menjalankan fungsi
pengawasan, khususnya terhadap implementasi suatu Peraturan Daerah. Selain itu,
Sekretariat DPRD Kkita juga memfasilitasi penyediaan anggaran, sarana, dan
prasarana, termasuk ruang rapat kerja masing-masing komisi, untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan fungsi pengawasan.”®

Penjelasan dari DPRD tersebut menunjukkan bahwa kendala pengawasan
tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan di lapangan, tetapi juga menyangkut
kapasitas dan pemahaman anggota DPRD itu sendiri. Walaupun sudah dibagi
bagian masing-masing, masih perlu pendalaman terhadap hal baru yang akan
dihadapi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia masih
menjadi hal yang akan terus ditingkatkanbaik melalui berbagai kegiatan pelatihan,
pendalaman tugas, hingga penyediaan fasilitas rapat kerja untuk mendukung
fungsi pengawasan.

Lebih lanjut dari pihak DPRD juga menjelaskan bahwa:

2025

6 JE Ahmad Rafif Ghali, S.H., CPM (Komisi | DPRD Rejang Lebong), Wawancara, 06 Oktober
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“Pengawasan dilakukan melalui dua cara, yaitu secara formal dan informal.
Pengawasan formal dilakukan dengan cara memanggil atau menegur lembaga atau
yg kita sebut Satuan Kerja Perangkat Daerah lain terkait apabila ditemukan
adanya penyimpangan dalam pelaksanaan perda yang berjalan, lalu ditindaklanjuti
melalui rapat kerja dengan komisi yang berwenang. Sedangkan pengawasan
informal dilakukan melalui penyampaian teguran atau laporan langsung kepada
lembaga SKPD apabila ada indikasi permasalahan atau pengaduan dari
masyarakat, meskipun tidak melalui mekanisme rapat resmi. Melalui cara
tersebut, DPRD berusaha memastikan agar pelaksanaan perda tetap berjalan
sesuai ketentuan, meskipun diakui masih terdapat kendala yang dihadapi di
lapangan.”’

Dari keterangan ini terlinat bahwa DPRD berusaha menjalankan fungsi
pengawasan dengan berbagai mekanisme, baik resmi maupun tidak resmi.
Namun, kendala dalam praktiknya tetap ada, terutama karena pengawasan formal
membutuhkan prosedur panjang, sementara pengawasan informal sering kali
bergantung pada laporan atau aduan masyarakat.

Sementara itu, dari pihak BPKD juga memberikan penjelasan bahwa:

“Fungsi pengawasan terhadap implementasi perda, khususnya yang berkaitan
dengan pajak daerah maupun retribusi, memang belum berjalan maksimal. Hal ini
tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, tetapi juga
karena adanya kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diterapkan pemerintah
daerah. Anggaran yang seharusnya dapat digunakan untuk kegiatan monitoring
dan evaluasi ke lapangan sebagian besar dialihkan ke program-program prioritas
lainnya. Akibatnya, pengawasan yang dilakukan lebih banyak bersifat
administratif melalui laporan dari instansi teknis atau pihak wajib pajak,
sedangkan pengawasan langsung di lapangan masih jarang dilakukan. Kami juga
menyadari bahwa koordinasi dengan DPRD maupun perangkat daerah lainnya
masih perlu ditingkatkan agar fungsi pengawasan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Ke depan, kami berupaya memperbaiki hal ini dengan meningkatkan kerja sama

" 1bid
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lintas instansi, sekaligus mengusulkan anggaran yang lebih efektif agar kegiatan
pengawasan dan evaluasi perda dapat berjalan lebih optimal.”®

Lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah membuat aturan
yang sudah ditetapkan tidak berjalan maksimal di masyarakat. Padahal,
pengawasan merupakan salah satu kunci utama agar perda tidak hanya menjadi
aturan tertulis yang sifatnya formalitas, tetapi juga benar-benar bisa diterapkan
sesuai dengan tujuan awal pembuatannya. Tanpa adanya pengawasan yang serius
dan terarah, aturan yang dibuat berpotensi hanya berhenti pada tataran normatif
tanpa menyentuh kebutuhan masyarakat secara nyata. Hal ini bisa mengakibatkan
berbagai permasalahan, seperti terjadinya pelanggaran aturan, rendahnya tingkat
kepatuhan masyarakat, hingga kesalahan dalam penerapan kebijakan di lapangan.

Lemahnya pengawasan juga menimbulkan ketidakpastian hukum karena
masyarakat tidak mendapatkan contoh yang jelas dari aparat pelaksana. Kondisi
ini pada akhirnya bisa menurunkan wibawa pemerintah daerah dan membuat
masyarakat menjadi kurang percaya terhadap aturan yang ditetapkan. Oleh sebab
itu, fungsi pengawasan seharusnya menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari
implementasi perda, karena dengan adanya pengawasan yang baik, setiap
pelanggaran dapat diminimalisir, penerapan aturan bisa lebih konsisten, dan
tujuan utama dari perda dapat tercapai secara lebih efektif.

Baik DPRD maupun BPKD sama-sama menghadapi kendala dalam
menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi perda, meskipun faktor
penyebabnya berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan perda
masih memerlukan perbaikan yang lebih komprehensif, sehingga dapat benar-
benar mendukung pelaksanaan perda secara efektif di masyarakat.

2. Minimnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai ketentuan
BPHTB, sehingga pemahaman publik terhadap aturan tersebut masih rendah.

Salah satu hal yang penting dalam pelaksanaan sebuah Peraturan Daerah

(Perda) adalah adanya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi ini

sebenarnya berfungsi untuk memberikan pemahaman supaya aturan yang dibuat

8 Bapak Feri (Bagian Pendaftaran dan Pendataan BPKD Rejang Lebong), wawancara, Tanggal 10
September 2025
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tidak hanya tertulis dalam lembaran daerah saja, tetapi juga benar-benar diketahui
dan dilaksanakan oleh masyarakat. Kalau tidak ada sosialisasi, maka wajar kalau
masyarakat kurang paham bahkan tidak tahu sama sekali tentang aturan yang
berlaku. Akibatnya, aturan tersebut bisa saja tidak berjalan dengan baik di
lapangan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya terkait dengan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), kegiatan sosialisasi
seharusnya dilakukan secara serius. Sebab, aturan ini menyangkut kepentingan
banyak orang yang sedang melakukan proses perolehan tanah atau bangunan,
yang nilainya tidak kecil. Kalau masyarakat tidak diberi penjelasan yang cukup,
maka bisa timbul masalah seperti kesalahan dalam pembayaran, ketidakpatuhan,
atau bahkan salah pengertian dalam proses administrasinya. Karena itu, sosialisasi
menjadi bagian penting yang seharusnya tidak bisa diabaikan.

Dalam praktik pelaksanaannya, DPRD Kabupaten Rejang Lebong
memiliki kemungkinan untuk merencanakan, menetapkan anggaran, serta
melaksanakan kegiatan sosialisasi Perda. Selain itu, Raperda yang masuk dalam
program atau kegiatan DPRD dan diajukan pada RAPBD dapat dilaksanakan
sepanjang pelaksanaannya melibatkan unsur Pemerintah Daerah secara bersama-
sama. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak DPRD, mereka menyampaikan
bahwa:

“Selama ini kegiatan sosialisasi yang dilakukan DPRD lebih banyak
difokuskan pada hal-hal yang bersifat umum dan mendesak bagi masyarakat.
Contohnya seperti sosialisasi adat, sosialisasi pencegahan dan penanggulangan
kebakaran, sosialisasi taruna siaga bencana, sosialisasi dalam bidang pendidikan,
sosialisasi kependudukan, pencatatan sipil, serta sosialisasi terkait usaha
masyarakat. Kegiatan ini kami pandang penting karena langsung menyentuh

kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari. Namun untuk sosialisasi mengenai pajak
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daerah, termasuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),
memang belum pernah dilakukan secara langsung oleh DPRD.”®

Pernyataan dari DPRD tersebut menunjukkan bahwa prioritas sosialisasi
selama ini lebih diarahkan pada hal-hal yang dianggap lebih dekat dengan
kepentingan masyarakat. Sementara itu, urusan pajak dianggap sebagai ranah
teknis yang lebih banyak ditangani oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
terkait. Dari sini terlihat adanya pembagian peran, dimana DPRD cenderung
berfokus pada aspek pengawasan dan penyampaian program-program umum,
sedangkan detail teknis pajak diserahkan kepada BPKD atau instansi teknis
lainnya. Lalu ia menambahkan penjelasan bahwa :

“Untuk masalah pajak, termasuk BPHTB, DPRD biasanya hanya terlibat
pada tahap pembahasan dan penetapan regulasi melalui Perda. Dalam proses
tersebut, kami juga mengundang perwakilan masyarakat, akademisi, maupun
pihak-pihak terkait lainnya agar regulasi yang disusun tidak hanya berdasarkan
perspektif pemerintah, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dan kondisi
masyarakat secara langsung. Hal ini penting agar aturan yang dihasilkan benar-
benar relevan dan dapat diterima oleh masyarakat luas.”°

Kegiatan sosialisasi Raperda maupun Perda memiliki peran penting
dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta mendorong partisipasi
mereka dalam menegakkan kewibawaan hukum. Terkait pendanaan, biaya
pelaksanaan kegiatan ini biasanya dibebankan pada Satuan Organisasi Perangkat
Daerah (SOPD) teknis Pemerintah Daerah atau pada Sekretariat DPRD. Jika
anggaran dialokasikan melalui Sekretariat DPRD, maka perlu adanya landasan
hukum tambahan berupa peraturan di bawah Perda, misalnya Peraturan Bupati
atau Peraturan DPRD, agar pelaksanaannya jelas dan sesuai aturan.

Kegiatan sosialisasi Perda oleh DPRD dapat berjalan sejauh kegiatan
tersebut dimasukkan dalam Pokok-Pokok Pemikiran (Pokir) DPRD, dituangkan

® Bapak Feri (Bagian Pendaftaran dan Pendataan BPKD Rejang Lebong), wawancara, Tanggal
10 September 2025
10 JE Ahmad Rafif Ghali, S.H., CPM (Komisi | DPRD Rejang Lebong), Wawancara, 06 Oktober

2025
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dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) setiap tahun. Dengan
mekanisme seperti itu, kegiatan sosialisasi tidak akan menimbulkan dampak
hukum yang negatif, justru sebaliknya akan memberikan manfaat besar bagi
kepentingan dan kebaikan masyarakat luas.

Berdasarkan telaah yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan
penyebarluasan atau sosialisasi Raperda maupun Perda dapat dilaksanakan dan
merupakan bagian integral dari fungsi serta wewenang DPRD Kabupaten Rejang
Lebong sebagai lembaga legislatif, terutama terkait Perda yang merupakan
inisiatif DPRD. Oleh karena itu, program sosialisasi Perda (sosper) perlu
dijalankan dan didukung melalui penganggaran yang memadai agar fungsi
legislasi DPRD dapat berjalan sesuai harapan.

. Tidak efektifnya mekanisme pengajuan keberatan terhadap penetapan nilai
BPHTB, sehingga masyarakat kesulitan memperoleh kejelasan atau koreksi atas
nilai yang ditetapkan.

Pengajuan keberatan dalam konteks pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Rejang Lebong pada dasarnya juga dapat
dipahami sebagai salah satu bentuk sengketa pajak. Hal ini karena dalam
prosesnya seringkali terjadi perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan Badan
Pendapatan Daerah (BAPENDA) terkait penetapan besarnya pajak yang harus
dibayar. Wajib pajak yang merasa nilai perolehan objek pajaknya tidak sesuai
dengan keadaan sebenarnya kemudian menggunakan haknya untuk mengajukan
keberatan. Dengan demikian, meskipun dalam undang-undang keberatan belum
diakui sebagai sengketa pajak, namun praktiknya jelas memperlihatkan adanya
perselisihan yang memiliki sifat sama dengan sengketa.

Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak menjelaskan bahwa sengketa pajak merupakan perselisihan di
bidang perpajakan yang terjadi antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan
pejabat yang berwenang. Sengketa ini muncul akibat diterbitkannya keputusan
yang dapat diajukan banding atau gugatan ke pengadilan pajak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan terkait pelaksanaan

penagihan pajak dengan surat paksa. Dari bunyi pasal tersebut, terlihat bahwa
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mekanisme keberatan tidak termasuk dalam kategori sengketa pajak karena masih
dianggap bagian dari prosedur administratif sebelum adanya banding.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Notaris bahwa :“Di lapangan,
mekanisme pengajuan keberatan terhadap penetapan nilai BPHTB memang dirasa
kurang efektif. Hal ini dikarenakan proses yang memerlukan waktu cukup lama,
dan seringkali hasil keputusan keberatan tidak banyak berbeda dengan penetapan
awal. Selain itu, masyarakat juga jarang memahami prosedur administratif
keberatan secara menyeluruh, sehingga keberatan jarang dimanfaatkan secara
optimal.”!

Dari keterangan yang disampaikan oleh narasumber, dapat dipahami
bahwa terdapat beberapa persoalan mendasar dalam mekanisme pengajuan
keberatan atas penetapan nilai BPHTB tersebut. Pertama, proses keberatan
membutuhkan waktu yang cukup panjang sehingga menimbulkan kesan bahwa
keberatan hanya memperlambat proses administrasi tanpa memberikan hasil yang
signifikan. Panjangnya alur ini tentu berimplikasi pada akses masyarakat dalam
memperoleh kepastian hukum, sebab mereka harus menunggu dalam waktu yang
tidak singkat untuk memperoleh jawaban atas keberatan yang diajukan.

Kedua, hasil dari keberatan seringkali tidak jauh berbeda dengan
penetapan awal yang telah dilakukan oleh BPKD. Hal ini menimbulkan persepsi
negatif bahwa keberatan hanyalah formalitas tanpa adanya ruang koreksi yang
nyata terhadap kesalahan penetapan nilai. Dengan kata lain, keberatan belum
sepenuhnya mampu menjalankan fungsi sebagai sarana kontrol bagi wajib pajak
terhadap kebijakan fiskal daerah.

Keefektifan Pengajuan keberatan juga dirasa kurang sebagai mana
penjelasan dari masyarakat yang menerangkan bahwa : “Sewaktu mengurus
keberatan itu, kami menilai mekanisme keberatan terhadap penetapan nilai
BPHTB sangat tidak efektif. Alasannya, meskipun kami sudah mengajukan
keberatan, hal itu sama sekali tidak menunda kewajiban kami untuk membayar

pajak sesuai penetapan awal dari pemerintah daerah. Artinya, kami tetap

1 Nurul 1zza(Staf di Kantor Notaris Yuli Maria), Wawancara, Tanggal 11 September 2025
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diwajibkan melunasi BPHTB terlebih dahulu, baru menunggu hasil dari
keberatan. Hal ini jelas memberatkan, terutama bagi masyarakat yang memang
keberatan karena tidak mampu membayar sesuai nilai yang ditetapkan. Yang pasti
kami tidak sanggup jika harus mengurus berkas dan vang untuk hal lain lagi”

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa akar persoalan terletak pada
tidak adanya efek menunda dari pengajuan keberatan. Ketika wajib pajak tetap
diwajibkan membayar meskipun keberatan sedang diproses, maka fungsi
keberatan kehilangan makna sebagai perlindungan hukum. Alih-alih memberi
ruang untuk mencari keadilan, mekanisme ini justru menambah beban
masyarakat. Hal ini juga memperlihatkan adanya ketidakselarasan antara tujuan
keberatan dengan praktik di lapangan, yang pada akhirnya menurunkan
kepercayaan masyarakat terhadap sistem keberatan pajak itu.

Hal tersebut juga telah penulis tanyakan kepada pihak BAPENDA,
bahwasanya “Dari sudut pandang kami di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
(BPKD), mekanisme keberatan yang ada sebenarnya sudah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, kami memahami bahwa
masyarakat seringkali menilai keberatan ini kurang efektif. Hal ini biasanya
terjadi karena proses keberatan tetap mewajibkan pembayaran BPHTB sesuali
penetapan awal, ke depan, tentu saja kami perlu meningkatkan layanan informasi
dan membuka ruang dialog yang lebih luas untuk sistem keberatan ini”

Dari jawaban-jawaban di atas bisa dipahami kalau secara aturan,
mekanisme keberatan atas penetapan nilai BPHTB tersebut memang sudah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi secara hukum memang
tidak ada masalah, karena prosedurnya sudah ada dasar yang jelas. Tapi,
masalahnya ada di lapangan, di mana masyarakat merasa pengajuan keberatan ini
kurang efektif. Hal itu karena walaupun sudah mengajukan keberatan, mereka
tetap harus membayar BPHTB sesuai penetapan awal yang beda dari perhitungan
yang seharusnya.

Kondisi seperti ini membuat masyarakat merasa pengajuan keberatan
tersebut hanya formalitas saja, bukan benar-benar solusi yang bisa langsung

membantu. Karena tidak ada penundaan kewajiban membayar, masyarakat jadi

52



tetap terbebani, meskipun nantinya keberatan bisa saja dikabulkan. Dari sini bisa
dipahami kenapa keberatan dianggap tidak efektif oleh masyarakat.

Selain itu, pihak BPKD juga menyinggung soal perlunya peningkatan
layanan informasi dan dialog dengan masyarakat. Rasanya hal ini adalah penting,
karena banyak masyarakat yang kurang tahu bagaimana prosedur keberatan itu
berjalan, sehingga muncul anggapan keberatan tidak berguna. Kalau ruang dialog
dan sosialisasi lebih terbuka, masyarakat nantinya bisa lebih paham fungsi
keberatan dan tidak menganggapnya sebagai proses yang sia-sia.

B. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 01 Tahun
2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Siyasah
Maliyah

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disusun sebagai bentuk penyesuaian dengan
aturan baru dari pemerintah pusat, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Adanya aturan baru ini otomatis menuntut daerah untuk menata ulang sistem pajak
dan retribusi supaya lebih tertib dan sesuai dengan hukum yang berlaku saat ini.

Selain itu, kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten
Rejang Lebong juga semakin meningkat, sementara sumber pendapatan daerah
masih sangat bergantung pada pajak dan retribusi. Oleh karena itu, lahirnya Perda ini
penting sebagai dasar hukum agar pemungutan pajak dan retribusi bisa dilakukan
secara lebih jelas, transparan, dan akuntabel, sekaligus bisa menjadi pegangan bagi
pemerintah daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).*2

Di sisi lain, sebelum ada Perda ini memang masih banyak kendala di
lapangan, seperti tingkat kepatuhan masyarakat yang belum maksimal, perbedaan
nilai objek pajak dalam akta dengan penetapan pemerintah, serta lemahnya
pengawasan terhadap retribusi. Hal-hal seperti ini sering jadi masalah, sehingga perlu

ada aturan yang bisa menutup celah tersebut.Dengan adanya Perda No. 1 Tahun 2024

2 Umbu T. W. Pariangu, Agatha Christana Mitan Lewar, dan Petrus Kase, “Peran Pemerintah
Daerah dalam Pelestarian Situs Sejarah dalam Rangka Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (Studi
Kasus di Taman Renungan Bung Karno Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur),” Journal Publicuho 7,
no. 2 (2024): 476-483.
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ini, pemerintah daerah berharap bisa memperkuat kemandirian fiskal, menaikkan
PAD juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemungutan
pajak, serta mendorong terciptanya pembangunan yang lebih merata dan
berkelanjutan di Kabupaten Rejang Lebong.

Dalam penerapan teknisnya, Perda No. 1 Tahun 2024 mengatur mekanisme
bagaimana pajak dan retribusi dipungut oleh pemerintah daerah. Proses ini biasanya
dimulai dari pendaftaran dan verifikasi dokumen oleh wajib pajak, kemudian
dilakukan penetapan nilai objek pajak, terutama pada Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB) yang sering menimbulkan selisin antara nilai dalam akta
dengan NJOP. Setelah itu barulah dilakukan penagihan atau pembayaran sesuai
ketentuan.

Selain itu, perda ini juga menyiapkan jalur pengajuan keberatan bagi
masyarakat jika merasa tidak sesuai dengan nilai yang ditetapkan. Namun, dalam
praktiknya mekanisme ini sering dianggap belum berjalan efektif karena faktor
administrasi yang cukup rumit. Dari sisi lembaga, pelaksanaan teknis melibatkan
Bapenda, BPKD, serta PPAT/Notaris yang berperan dalam memastikan akta dan
dokumen tanah sesuai prosedur.

Di sisi lain, sosialisasi perda ke masyarakat jadi bagian penting dalam
penerapan teknis. Soalnya, aturan baru tidak akan berjalan baik kalau masyarakat
sendiri tidak paham apa kewajiban dan hak mereka. Kalau sosialisasinya kurang,
biasanya yang muncul itu ketidakpahaman, masyarakat enggan membayar pajak,
atau malah salah dalam prosesnya. Karena itu, pemerintah daerah perlu lebih sering
melakukan penyuluhan atau penjelasan langsung, supaya masyarakat bisa lebih
mengerti dan akhirnya tingkat kepatuhan juga meningkat.

Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam al-Sulthaniyyah menegaskan bahwa
salah satu kewajiban pemimpin adalah mengelola urusan harta secara adil.'® Beliau
menyebutkan: “Imam (pemimpin) bertugas menjaga agama dan mengatur dunia

dengan agama. Dan di antara kewajibannya adalah menjaga harta rakyat agar tidak

13 Muhammad Jodi Prasetiyo, “Implementasi Pemikiran Politik al-Mawardi dalam Kebijakan
Publik dan Pembangunan Sosial di Indonesia,” JISIPOL | Jurnal limu Sosial dan IImu Politik 9, no. 3
(2025).
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diambil kecuali dengan cara yang dibenarkan.” Dari sini terlihat bahwa Al-Mawardi
menekankan pentingnya pemimpin mengelola pajak dan pungutan dengan adil, tidak
zalim, dan hanya untuk kepentingan bersama.

Prinsip ini bisa dipahami bahwa pemungutan pajak dalam Islambukanlah
sesuatu yang haram selama dilakukan sesuai syariat, yakni demi kemaslahatan
umum. Dalam konteks Perda No. 1 Tahun 2024 di Kabupaten Rejang Lebong, aturan
ini bertujuan memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar pembangunan bisa
berjalan lebih baik. Namun, penerapannya harus tetap memperhatikan asas keadilan
dan transparansi, sehingga masyarakat merasa dilibatkan dan tidak terbebani secara
berlebihan.

Jika melihat kondisi nyata di lapangan, masih banyak masyarakat yang
mengeluhkan kurangnya pemahaman terhadap aturan baru, terutama mengenai Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Hal ini muncul karena
minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Padahal, menurut Al-
Mawardi, keadilan dalam kebijakan fiskal tidak hanya soal jumlah pungutan, tetapi
juga bagaimana pemerintah mampu menjelaskan aturan dengan baik agar masyarakat

tidak merasa ditipu atau dipaksa.
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“Tidak halal bagi seorang imam (pemimpin) mengambil harta rakyat kecuali
dengan dalil syar‘i dan demi kemaslahatan umum.”

Selain itu, mekanisme keberatan terhadap penetapan pajak yang diatur dalam
perda ini juga sering dinilai rumit dan tidak efektif.!* Banyak masyarakat yang
merasa keberatan, namun akhirnya memilih untuk diam karena prosedur yang
panjang dan melelahkan. Dalam perspektif siyasah maliyah, kondisi ini bertentangan

dengan prinsip keadilan. Sebab, setiap warga seharusnya diberi ruang untuk

14 Batu Bara dan lbrahim Mangara, Upaya Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Pengajuan
Keberatan oleh Wajib Pajak Berdasarkan Permenkeu No. 202/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas
Permenkeu No. 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan (Skripsi,
Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2025).
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mengajukan keberatan dengan cara yang mudah dan transparan, sehingga hak-hak
mereka tetap terjaga.

Ibn Khaldun dalam Mugaddimah memberikan pandangan yang lebih luas
terkait pajak.'® Beliau menulis: “Jika pungutan pajak terlalu tinggi, maka semangat
rakyat untuk bekerja akan hilang, usaha menjadi sedikit, dan pendapatan negara
akhirnya akan menurun. Sebaliknya, jika pungutan ringan dan adil, rakyat
bersemangat bekerja, usaha berkembang, dan pemasukan negara bertambah.”
Pandangan ini menunjukkan bahwa keseimbangan pajak sangat penting untuk
menjaga kelangsungan ekonomi.

Ketika dikaitkan dengan kasus di Kabupaten Rejang Lebong, pendapat Ibn
Khaldun sangat relevan. Banyak masyarakat yang merasa bahwa penetapan nilai
BPHTB tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan, misalnya harga tanah dalam
akta jauh berbeda dengan nilai yang ditetapkan pemerintah. Perbedaan ini membuat
masyarakat merasa terbebani dan tidak adil. Jika hal ini terus terjadi, bukan hanya
kepatuhan yang menurun, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
daerah ikut melemah.

Dalam perspektif siyasah maliyah, kepercayaan masyarakat adalah modal
utama bagi keberhasilan kebijakan fiskal. Al-Mawardi menekankan bahwa pemimpin
adalah pengelola amanah, sehingga ia harus memastikan kebijakan yang dibuat
benar-benar bisa diterima oleh rakyatnya. Ibn Khaldun pun mengingatkan bahwa jika
kebijakan  fiskal ~memberatkan, masyarakat akan mencari jalan untuk
menghindarinya, dan akhirnya tujuan negara tidak tercapai.*®

Oleh karena itu, penerapan teknis perda ini harus lebih menekankan aspek
edukasi dan sosialisasi. Pemerintah daerah perlu hadir langsung di tengah
masyarakat, menjelaskan aturan secara sederhana, dan memberikan contoh nyata
tentang manfaat dari kepatuhan membayar pajak. Dengan begitu, masyarakat tidak
hanya membayar karena takut sanksi, tetapi juga karena sadar bahwa pajak yang

mereka bayarkan kembali untuk kepentingan bersama.

5Arifin, Desi Siti Habibah. "Konsep Pajak Dan Relevansinya Di Indonesia (Studi Komparasi
Pemikiran Al-Mawardi Dan Ibn Khaldun)." Journal Of Sharia Banking 5.1 (2024): 33-45.

16 Sugianto, Efendi, “Sumber Pendapatan Negara Menurut Cendikiawan Muslim Imam Al-
Mawardi,” Studia: Jurnal Hasil Penelitian Mahasiswa 5, No. 2 (2020): 1-11.
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Selain itu, penyederhanaan mekanisme keberatan juga perlu dipikirkan. Jika
prosedurnya terlalu panjang dan berbelit, masyarakat akan malas mengurusnya dan
akhirnya memilih untuk pasrah. Dalam hal ini, prinsip Ibn Khaldun tentang
kemudahan dalam pajak bisa menjadi acuan. Pemerintah daerah perlu memastikan
bahwa rakyat merasa dipermudah, bukan dipersulit. Dengan begitu, ada rasa keadilan
yang lebih nyata, dan masyarakat pun lebih patuh.

Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa pandangan Al-Mawardi dan 1bn Khaldun
secara keseluruhan menyoroti urgensi keadilan, transparansi, serta keseimbangan
dalam pengelolaan kebijakan fiskal. Perda No. 1 Tahun 2024 pada dasarnya telah
menyediakan fondasi hukum yang kokoh, tetapi pelaksanaannya masih memerlukan
perbaikan yang lebih mendalam. Apabila prinsip-prinsip siyasah maliyah ini
diterapkan secara konsisten, maka perda tersebut tidak hanya valid menurut hukum
positif, melainkan juga selaras dengan ajaran-ajaran Islamyang digariskan oleh
ulama klasik.

Kesamaan pendapat antara Al-Mawardi dan Ibn Khaldun ini juga menggaris
bawahi peran etika dalam menjaga kestabilan ekonomi masyarakat. Perda No. 1
Tahun 2024 memang sudah membentuk kerangka regulasi yang solid, namun
optimalisasi eksekusinya tetap menjadi tantangan utama yang harus diatasi. Dengan
demikian, jika konsep siyasah maliyah benar-benar diintegrasikan, perda ini akan
memperkuat legitimasi hukumnya sekaligus merefleksikan nilai-nilai Islam yang

diwariskan oleh para pemikir klasik.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian penulis tentang Implementasi Peraturan Daerah

Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan

Retribusi Daerah Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Maliyah yang penulis teliti maka

penulis memperoleh kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Implementasi peraturan daerah kabupaten Rejang Lebong nomor 1 tahun 2024
yakni mengenai perhitungan nilai bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
(BPHTB) oleh pihak badan pengelola keuangan daerah (BPKD) belum sesuai
dengan perhitungan yang seharusnya dalam peraturan yang ada, sehingga
penerapan serta pelaksanaan aturan tersebut belum mencapai hasil yang
maksimal dan dan efektif.

2. Implementasi Peraturan Daerah ini tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan
kemaslahatan yang menjadi dasar kebijakan keuangan dalam Islam atau sering
disebut siyasah maliyah. Ini tidak sesuai dengan pandangan Al-Mawardi yang
menekankan pentingnya pengelolaan harta publik secara adil untuk kepentingan
rakyat, serta Ibn Khaldun yang menegaskan bahwa pajak harus diterapkan secara
wajar agar tidak menimbulkan kezaliman. Namun demikian, penerapan di
lapangan masih perlu peningkatan pada aspek transparansi dan pemerataan
manfaat agar nilai-nilai Siyasah Maliyah seperti keadilan, amanah, dan tanggung
jawab dapat terwujud secara optimal

B. Saran

Saran yang penulis ingin sampaikan setelah melakukan penelitian lapangan ini
adalah ;

Pertama untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong diharapkan dapat
lebih meningkatkan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 khususnya
Pasal 10 tentang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dengan cara
memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan para
pegawai dalam mengelola pajak. Hal ini penting agar penerapan peraturan dapat

berjalan dengan lebih terbuka, adil, dan sesuai tujuan yang diharapkan.
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Kedua bagi seluruh elemen dalam pembuatan perda, pelaksana perda haruslah
senantiasa memperhatikan prinsip Siyasah Maliyah sebagaimana yang diajarkan oleh
ulama agar kebijakan yang dikeluarkan tidak memberatkan dan terasa adil bagi
masyarakat. Dengan demikian, hukum pengelolaan pajak daerah tidak hanya sah

secara hukum positif tetapi juga bernilai sesuai dengan prinsip hukum islam.
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LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI REJANG LEBONG

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG

LEBONG
DAN BUPATI REJANG LEBONG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN

RETRIBUSI DAERAH
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.

Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Otonom.

Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD,

dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.



7.

10.

11.
12.

13.

14.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala
bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan
kewajiban Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD,
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada
Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak,
pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama
dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk
menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka

waktu tertentu.



15.

16.

17.

18.

19.

20.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya | (satu) tahun kalender, kecuali
apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun
kalender.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat
PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasali,
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di
atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat
BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak
pengelolaan, beserta Bangu.nan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam

undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.

41.Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata

1.

yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana
tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga
dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
BAB Il
PAJAK
Bagian Kesatu
Jenis Pajak
Pasal 2
Jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
a. PBB-PZ;
b. BPHTB;
c. PBJT atas:
1) makanan dan/atau minuman;
2) tenaga listrik;
3) jasa perhotelan;

4) jasa parkir; dan



5) jasa kesenian dan hiburan;

d. Pajak Reklame;

e. PAT,

f. Pajak MBLB,;

g. Pajak Sarang Burung Walet;
h. Opsen PKB; dan

i.  Opsen BBNKB.

3. Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan
penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
a. BPHTB;

b. PBJT atas :
1) makanan dan/atau minuman;
2) tenaga listrik;
3) jasa perhotelan;
4) jasa parkir;dan
5) jasa kesenian dan hiburan;
6) Pajak MBLB; dan
7) Pajak Sarang Burung Walet.
Bagian Kedua
Rincian Pajak
Pargraf 2
BPHTB

PASAL 10
(¢D) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
2 Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. Pemindahan Hak Karena :
1. jual beli;
2. tukar-menukar;
3. hibah;



hibah wasiat;

waris;

pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
penunjukan pembeli dalam lelang;

© © N o o &

pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. penggabungan usaha;
11. peleburan usaha;
12. pemekaran usaha; atau
13. hadiah; dan
b. Pemberian Hak Baru Karena :
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
2. di luar pelepasan hak.
3 Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi:
a. hak milik;
b. hak guna usaha;
c. hak guna bangunan;
d. hak pakai;
e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
f. hak pengelolaan
4 Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan:

a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara
dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara
atau barang milik daerah;

b.oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk
pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;

c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas

Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan



(%)

(6)

1)

)

1)
)

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan.
d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan
timbal balik;
e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan
hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah;
dan
h.untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan
rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan
kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi
masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan
perumahan rakyat.
Pasal 11
Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
Pasal 12
Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak.
Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
sebagai berikut:
a. harga transaksi untuk jual beli;
b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan

dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang



©)

(4)

(%)

(6)

(7)

mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan
hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas
tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas
tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha,
pemekaran usaha, dan hadiah; dan
c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan
pembeli dalam lelang.
Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam
pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar
pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam
pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar
Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama
Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang
diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam
garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan
pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek
pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah).
Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu Nilai
Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajaknya ditetapkan sebesar
Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
Hibah wasiat atau waris tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
meliputi antara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan
dan adat istiadat di Daerah tertentu di mana tanah/bangunan yang diperoleh
tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.
Pasal 13
Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).



(1)

(2)

©)

(4)

()

Pasal 14

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan

dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)

setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah

dan/atau Bangunan dengan ketentuan:

a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli
untuk jual beli;

b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar,
hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum
lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan
usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;

c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris
mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;

d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang
tetap untuk putusan hakim;

e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk
pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;

f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk
pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan

g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian

pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, saat

terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta
jual beli.

Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah

dan/atau Bangunan dari jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

a dan ayat (3) berdasarkan nilai perolehan objek Pajak.

Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli



(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:

a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak men
gajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau

b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran
kekurangan dimaksud.

Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dan ayat (5) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta

jual beli.

BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/ atau

Bangunan berada.

Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:

a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum
menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
dan

b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas
tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10
(sepuluh) bulan berikutnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b diatur dengan Peraturan

Bupati.

Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikenakan sanksi administratif berupa:

a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap
pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a; dan/atau

b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b.

Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak

atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak

menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.



Dengan  berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas
nama. Keuin . Sagaire .. dinyatakan Layak/TidakLaysk untuk diteruskan dalam rangka
penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan
berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada
tanggal..3....bulan.03 ..tahun.. #025. apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat
menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 19 Desember 2025
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